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ABSTRAK 
IMMANUEL MANGASI FERNANDO. Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, Surat Teguran, 
Surat Paksa, dan Sanksi Admnistrasi Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada 
Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur Tahun 2013-2016). Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 2017.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas penetapan pajak, surat teguran, 
surat paksa, dan sanksi administrasi terhadap pencairan tunggakan pajak. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder dengan sampel KPP Madya Jakarta Timur.  
 
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis dengan 
bantuan SPSS 24. Hasil analisis membuktikan bahwa kualitas penetapan pajak tidak 
berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Kemudian surat teguran, surat paksa, dan 
sanksi administrasi secara parsial berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak. 
Sedangkan secara bersama-sama variabel kualitas penetapan pajak, surat teguran, surat 
paksa, dan sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. 
Adapun penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu hanya meneliti pada periode tahun 2013-
2016, diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah periode tahun 
penelitian agar memberikan hasil yang lebih akurat 
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ABSTRACT 
IMMANUEL MANGASI FERNANDO. The influence of the Quality of Tax 
Determination, Warning Letter, Forced Letter, and Administrative Adjudication Sanction 
Against Withdrawal of Taxes (Study at East Java Tax Service Office Year 2013-2016). 
Faculty of Economics, State University of Jakarta. 2017. 
This study aims to analyze the influence of the quality of tax assessment, warning letters, 
forced mail, and administrative sanctions against the disbursement of tax arrears. This 
research uses secondary data with sample of KPP Madya Jakarta Timur. 
This study uses multiple linear regression analysis to test the hypothesis with the help of 
SPSS 24. The results of the analysis prove that the quality of tax determination does not 
affect the disbursement of tax arrears. Then letter warning, forced letter, and 
administrative sanctions partially have a positive effect on the disbursement of tax arrears. 
While together the variable quality of tax determination, warning letters, forced mail, and 
administrative sanctions have a significant effect on disbursement of tax arrears. As for this 
research have limitation that is only researching in period of year 2013-2016, hopefully for 
the next researcher can increase number of period of year research to give more accurate 
result 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia terus mengalami perkembangan dan melakukan pemerataan 
pembangunan. Seiring dengan pemerataan pembangunan, dibutuhkan pula 
ketersediaan dana untuk membiayai pengeluaran negara. Program-program 
pembangunan dalam berbagai sektor dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh 
penerimaan dana yang mencukupi serta mendapatkan partisipasi dari sumber daya 
manusia yang berkompeten dengan taat membayar pajak. 
Sektor penerimaan yang berasal dari pajak di Indonesia berkontribusi sebagai 
salah satu sumber dana yang menopang pendapatan nasional serta mempunyai peran 
sangat vital dalam program pembangunan di Indonesia. Dana yang dihimpun dari 
pajak digunakan juga untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN). Data APBN tahun 2017 menunjukkan bahwa penerimaan pajak 
berkontribusi sebesar 77,6% terhadap APBN, hal ini mengalami peningkatan dari 
tahun sebelumnya yaitu sebesar 74,6%. (www.kemenkeu.go.id). 
Menurut data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2015-2016 oleh 
Direktorat Jenderal Pajak, menunjukkan bahwa target penerimaan pajak tahun 2016 
meningkat menjadi Rp 1.565.800 triliun dibanding tahun sebelumnya yaitu Rp 
1.370.800 triliun. Pada realisasinya, penerimaan pajak tahun 2016 mencapai 
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Rp1.539.100 trilliun atau bisa disebut hampir mencapai target penerimaan pajak 
tahun tersebut. Dapat dikatakan penerimaan pajak mengalami peningkatan, namun 
realisasi penerimaan pajak tetap berada dibawah target penerimaan pajak. 
Tidak optimalnya penerimaan pajak, bisa disebabkan oleh masih banyaknya 
tunggakan pajak. Penyebab timbulnya tunggakan pajak juga antara lain disebabkan 
pengetahuan tentang peraturan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan 
hukum, sikap terhadap peraturan hukum, dan pola-pola perilakuan hukum (Hidayat 
dan Cheisviyanny, 2013). Selain itu, masih terdapat juga wajib pajak melakukan 
penghindaran pajak ataupun wajib pajak tidak mampu untuk membayar utang 
pajaknya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu tindakan dari aparatur pajak untuk 
mencairkan tunggakan pajak tersebut. 
Tindakan pencairan tunggakan pajak yang dilakukan oleh aparatur pajak terjadi 
karena adanya utang pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak yang bisa 
disebabkan oleh kelalaian ataupun kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak itu 
sendiri. Tindakan pencairan tunggakan pajak dapat berupa penerbitan surat 
ketetapan pajak, surat teguran dan surat paksa oleh aparatur pajak, sehingga jika 






   
 
Tabel I.1 
Pencairan Tunggakan Pajak KPP Madya Jakarta Timur Tahun 2013-2016 
Tahun Pencairan Tunggakan Pajak Kenaikan/Penurunan (%) 
2013 60.998.548.642 - 
2014 54.963.793.108 - 9,89% 
2015 121.796.147.561 121,5% 
2016 163.473.589.229 34,2% 
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pusat Statistik 
Pada tahun 2013, KPP Madya Jakarta Timur dapat mencairkan tunggakan pajak 
sebesar Rp 60.998.548.642. Pada tahun 2014 pencairan tunggakan pajak pada KPP 
Madya Jakarta Timur mengalami penurunan sebesar 9,89% dibanding tahun 
sebelumnya yaitu hanya dapat mencairkan Rp 54.963.793.108. Pencairan tunggakan 
pajak mengalami peningkatan sebesar 121,5% pada tahun 2015 dibanding tahun 
sebelumnya yaitu sejumlah Rp 121.796.147.561. Demikian pula pencairan 
tunggakan pajak pada tahun 2016 yang juga mengalami peningkatan sebesar 34,2% 
dengan jumlah pencairan sebesar Rp 163.473.589.229. (Dokumen KPP Madya 
Jakarta Timur). Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa pencairan tunggakan pajak 
pada KPP Madya Jakarta Timur masih terdapat penurunan yaitu pada tahun 2014.  
4 
 
   
 
Melihat fenomena tersebut, tunggakan pajak masih menjadi suatu masalah yang 
harus diperhatikan oleh para aparatur pajak untuk mencari solusi yang tepat serta 
melakukan tindakan dalam hal pencairan tunggakan pajak. Pencairan tunggakan 
pajak dilakukan sebagai salah satu bagian dari upaya Dirjen Pajak dalam 
meningkatkan penerimaan pajak. Realisasi penerimaan dalam negeri dari sektor 
pajak dapat ditingkatkan lagi jika tunggakan tersebut dapat dicairkan. (Hidayat dan 
Cheisviyanny, 2013) 
Proses awal penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) oleh wajib pajak 
merupakan hal yang penting, karena SPT merupakan sarana pertanggung jawaban 
sekaligus pelaporan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, 
dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Juniardi, 2014). Dengan kata 
lain, pelaporan tersebut tidak membutuhkan ada atau tidaknya Surat Ketetapan 
Pajak yang diterbitkan oleh aparatur pajak melainkan membutuhkan kesadaran dari 
masing-masing wajib pajak untuk melaporkan sendiri SPT nya. 
Penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak hanya terbatas kepada wajib pajak 
tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena 
ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Apabila wajib 
pajak mendapatkan Surat Ketetapan Pajak, wajib pajak mempunyai kesempatan 
untuk membayar utang pajak tersebut selama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan 
keputusan tersebut (Juniardi, 2014).  Jika wajib pajak tetap tidak membayar 
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tunggakan pajaknya, maka aparatur pajak mempunyai hak untuk melakukan 
tindakan pencairan tunggakan pajak dengan menerbitkan surat teguran, surat paksa, 
serta memberikan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang lalai dalam 
melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.  
Tindakan yang dilakukan oleh aparatur pajak berpotensi memberikan pencairan 
tunggakan pajak melalui penagihan pajak yang dilakukan oleh Jurusita Pajak. 
Dimulai dengan diterbitkannya Surat Teguran yang dikirimkan ke Wajib Pajak yang 
mempunyai hutang pajak dan tidak membayar dalam waktu tujuh hari setelah 
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak. Surat Teguran yang dikirim bertujuan untuk 
menegur atau memperingatkan Wajib Pajak agar membayar hutang pajaknya 
(Pertiwi, 2014). Dengan menerbitkan surat teguran, diharapkan wajib pajak dapat 
membayarkan tunggakan pajaknya sehingga angka pencairan tunggakan pajak 
meningkat. 
 Jika dalam waktu 21 hari Wajib Pajak tersebut tidak membayar hutang 
pajaknya, maka langkah selanjutnya adalah akan diterbitkan Surat Paksa. Surat 
Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak 
(Pertiwi, 2014). Penerbitan Surat Paksa diharapkan mampu membuat penunggak 
pajak membayar hutang pajaknya sehingga angka pencairan tunggakan pajak dapat 
meningkat setiap tahunnya. 
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Aparatur pajak juga dapat memberikan Sanksi Administrasi bagi wajib pajak 
yang melanggar peraturan perpajakan sehiungga menimbulkan kekurangan bayar. 
Pada dasarnya pemberian hukuman berupa Sanksi Administrasi bagi wajib pajak 
tersebut dapat berupa sanksi bunga, denda, dan kenaikan. Para wajib pajak yang 
ssengaja melakukan kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan 
pembayaran pajak ditetapkan oleh aparatur pajak sebagai wajib pajak yang 
dikenakan sanksi administrasi. Kecurangan dan kelalaian wajib pajak tersebut 
merupakan penyebab timbulnya tunggakan pajak (Wardani, 2014).  
Sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan 
perundang-undangan perpajakan menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam 
pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah 
Self-Assessment System, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan 
sepenuhnya oleh wajib pajak, akan tetapi dengan sistem tersebut tidak menutup 
kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak 
(Juniardi, 2014). 
Salah satu permasalahan tentang pencairan tunggakan pajak terdapat pada kasus 
di Jakarta Utara. Pada tahun 2016 jajaran Kanwil DJP Jakarta Utara telah 
melakukan penyanderaan (gijzeling) terhadap Wajib Pajak SS (44 tahun). SS 
merupakan penanggung pajak dari PT ANI, dimana PT ANI memiliki tunggakan 
pajak lebih dari Rp. 12,3 Milyar dan selama ini aparatur pajak telah menggunakan 
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berbagai upaya untuk mengingatkan Wajib Pajak agar melunasi hutang pajaknya, 
meliputi imbauan persuasif, surat teguran, dan surat paksa namun tidak menemui 
hasil (http://kanwiljakut.pajak.go.id).  
Seperti pada kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat wajib pajak 
yang lalai dalam melunasi tunggakan pajaknya sesuai ketentuan perpajakan yang 
berlaku. Tindakan pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa yang dilakukan 
oleh aparatur pajak juga terbukti kurang diperhatikan oleh wajib pajak. Hal ini 
berdampak pada realisasi penerimaan pajak yang berkurang karena tingginya angka 
tunggakan pajak. 
Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan, Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar (SKPKB) meningkat pada tahun 2014 hingga 2015 sebesar 
75%. Sebagian besar dari sengketa tersebut adalah permasalahan mengenai 
pembuktian kekurangan pembayaran pajak. Hal ini terjadi karena kurangnya akses 
data yang dimiliki oleh Direktorat Jendral Pajak sehingga banyak wajib pajak yang 
menanyakan hasil pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang dilaporkan oleh 
wajib pajak (https://bisnis.tempo.co). 
Pada tahun 2016, diberlakukan program tax amnesty. Menurut Direktorat 
Jendral Pajak, pemerintah akan melakukan pendekatan kepada penunggak pajak. 
Fasilitas yang diberikan oleh tax amnesty ini dapat menarik wajib pajak karena jika 
sebelumnya penunggak pajak diperiksa dan terkena sanksi, apabila mengikuti tax 
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amnesty tidak perlu membayar sanksi, hanya cukup membayar tebusan 
(http://finance.detik.com) 
Beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan pengaruh Kualitas Penetapan 
Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak menunjukkan hasil yang berbeda. 
Penelitian menurut Rudi Hidayat dan Charoline Cheisviyanny (2013) menyatakan 
bahwa Kualitas Penetapan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pencairan 
Tunggakan Pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Meilia Rochmawati 
(2013) menunjukkan hasil bahwa Kualitas Penetapan Pajak tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. 
Penelitian terdahulu terkait Pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan 
Tunggakan Pajak menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil penelitian yang 
menunjukkan bahwa Surat Teguran berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan 
Pajak dilakukan oleh Saputri (2015), Rochmawati (2015), dan Syahputra (2015). 
Sedangkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Surat Teguran tidak 
berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak dilakukan oleh Pertiwi (2014) 
dan Indra (2014). 
Peneliti juga menemukan perbedaan hasil penelitian tentang Pengaruh Surat 
Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Penelitian menurut Rochmawati 
(2015), Saputri (2015), dan Syahputra (2015) menunjukkan hasil bahwa Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak, 
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sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2014) dan Indra (2014) 
menunjukkan bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tidak berpengaruh 
terhadap pencairan tunggakan pajak. 
Penelitian sebelumnya terkait dengan pengaruh Sanksi Administrasi terhadap 
Pencairan Tunggakan Pajak menunjukkan hasil bahwa Sanksi Administrasi 
berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Penelitian tersebut dilakukan 
oleh Syahputra (2015) dan Wardani (2014). 
Berdasarkan beberapa fenomena mengenai obyek penelitian yang terkait dengan 
judul penelitian dan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya 
perbedaan hasil penelitian, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali apakah 
terdapat pengaruh antara Kualitas Penetapan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, dan 
Sanksi Administrasi terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Penelitian ini mengambil 
sampel pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur, maka penelitian ini 
berjudul “Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, 
dan Sanksi Administrasi terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada 
Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur tahun 2013-2016)” 
 
B. Identifikasi Masalah 
       Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti mengidentifikasikan 
masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Meningkatnya jumlah Surat Ketetapan Pajak serta diikuti dengan masalah 
pembuktian kekurangan pembayaran pajak karena lemahnya informasi 
mengenai akses data yang dimiliki oleh Dirjen Pajak. 
2. Belum maksimalnya penagihan tunggakan pajak dengan penerbitan Surat 
Teguran karena masih banyaknya wajib pajak yang tidak merespon. 
3. Belum maksimalnya penagihan tunggakan pajak dengan penerbitan Surat 
Paksa karena masih banyaknya wajib pajak yang tidak merespon. 
4. Banyaknya jumlah wajib pajak yang dikenakan Sanksi Administrasi 
mengindikasikan bahwa wajib pajak masih lalai dalam melaksanakan 
kewajibannya untuk melunasi tunggakan pajaknya. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, 
maka dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah agar pengkajian 
masalah dalam penelitian ini lebih terfokus dan terarah. Karena keterbatasan yang 
dimiliki peneliti, maka peneliti membatasi masalah pada: Kualitas Penetapan Pajak, 
Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi. Penelitian ini dilakukan 






   
 
D. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka peneliti 
merumuskan masalah yang sebagai berikut: 
1. Apakah terdapat pengaruh Kualitas Penetapan Pajak terhadap Pencairan 
Tunggakan Pajak? 
2. Apakah terdapat pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan 
Pajak? 
3. Apakah terdapat pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak? 
4. Apakah terdapat pengaruh Sanksi Administrasi terhadap Pencairan Tunggakan 
Pajak? 
 
E. Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka kegunaan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut:  
1. Kegunaan Teoritis 
Penelitian ini diharapkan memberikan pengaruh antara Kualitas Penetapan 
Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi terhadap Pencairan 
Tunggakan Pajak sehingga dapat menjadi penambahan pengetahuan baru bagi 
penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendukung 
teori Negara Kesejahteraan yang menyebutkan bahwa negara memiliki hak 
untuk menetapkan peraturan demi mewujudkan kesejahteraan negara. Dalam hal 
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pencairan tunggakan pajak, negara dapat menetapkan peraturan guna menagih 
pajak yang nantinya digunakan untuk pengeluaran negara. 
2. Kegunaan Praktis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam 
melakukan tindakan untuk mencairkan tunggakan pajak yang dilakukan oleh 




















A. Deskripsi Konseptual 
1. Teori Negara Kesejahteraan/Welfare State 
Teori Konsep Negara Kesejahteraan menurut Kusnardi dan Saragih (2000) 
berpendapat bahwa tujuan negara adalah untuk kesejahteraan umum. Negara 
dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama yaitu kemakmuran dan 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara tersebut. Dalam konsep Negara 
Kesejahteraan, negara memiliki 4 fungsi, yaitu: 
a. The State as provider (negara sebagai pemberi layanan kepada masyarakat) 
b. The State as regulator (negara sebagai pengatur aturan) 
c. The State as enterpreneur (negara sebagai pemegang kendali bisnis) 
d. The State as umpire (negara sebagai hakim). 
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori negara 
kesejahteraan berpendapat bahwa negara memiliki fungsi sebagai pembuat 
peraturan terhadap rakyatnya. Dalam hal pencairan tunggakan pajak, pemerintah 
dapat menetapkan peraturan-peraturan perpajakan guna memungut pajak dari wajib 
pajak yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi 
mewujudkan kesejahteraan negara.  
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2.  Teori Bakti 
Teori Bakti berpendapat bahwa karena fungsi dari suatu negara sebagai 
regulator, maka timbul hak mutlak dari negara untuk memungut pajak dari 
masyarakat untuk membiayai pengeluaran negara. Pengeluaran negara tersebut 
secara tidak langsung digunakan untuk mensejahterakan masyarakat banyak. Oleh 
sebab itu setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk 
membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak 
(Resmi, 2013:6). 
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa teori bakti mendukung 
teori negara kesejahteraan dengan mengatakan bahwa karena fungsi suatu negara 
berguna untuk mensejahterakan masyarakat luas, maka setiap orang wajib untuk 
membuktikan tanda baktinya terhadap negara dengan membayar pajak. Disisi lain, 
aparatur negara mempunyai hak untuk melakukan tindakan penagihan pajak apabila 
wajib pajak tidak taat pada peraturan perpajakan. 
3. Perpajakan 
a. Definisi Pajak 
Definisi pajak menurut Feldmann dalam Suandy (2014:8) adalah prestasi 
yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma-
norma yang ditetapkannya secara umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan 
semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum 
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Sedangkan menurut Waluyo (2013:3) definisi pajak adalah iuran kepada kas 
negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak 
mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan 
digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
Menurut Resmi (2013:3), terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi budgetair 
(sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur). Fungsi budgetair, 
artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk 
membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber 
keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya 
untuk kas negara. Sedangkan fungsi regularend, artinya pajak sebagai alat 
pengatur untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam 
bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang 
keuangan.  
Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan 
penerimaan negara yang berasal dari pungutan secara sepihak oleh negara yang 
didasarkan pada undang-undang dan digunakan untuk membiayai pengeluaran 
negara. 
b. Sistem Pemungutan Pajak 








a. Official Assessment System 
Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) 
untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. 
b. Self Assessment System 
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung 
jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, 
dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. 
c. Witholding System 
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga 
untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 
Pajak. 
Indonesia menganut sistem pemungutan Self-Assessment System 
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak memenuhi 
segala pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan dilakukan sendiri, oleh 
karena itu sistem tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga timbul tunggakan pajak. 




   
 
4. Pencairan Tunggakan Pajak 
a. Definisi Tunggakan Pajak 
Menurut Kurniawan dan Pamungkas (2006:1), tungggakan pajak adalah 
pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, 
denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat 
sejenisnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.  
Sedangkan tunggakan pajak menurut Hidayat dan Cheisviyanny (2013) 
merupakan pajak yang terutang ataupun yang belum dibayar kepada negara 
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Jumlah utang pajak yang harus 
dibayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan tercantum dalam Surat 
Ketetapan Pajak dan haus dibayar oleh wajib pajak ataupun penanggung pajak.  
Menurut Devano dan Rahayu (2006:140), tunggakan pajak adalah utang 
pajak yang telah pasti dan ditetapkan dengan surat ketetapan pajak, yang 
merupakan objek penagihan pajak dengan Undang-Undang Penagihan dengan 
surat paksa. 
Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak timbul 
karena wajib pajak tidak membayarkan kewajiban perpajakannya sampai batas 
jatuh tempo yang telah ditetapkan sebelumnya. Tunggakan pajak harus dilunasi 
tepat pada waktunya, jika tidak maka menjadi tugas bagi Kantor Pelayanan 
Pajak untuk melakukan tindakan pencairan tunggakan pajak. 
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b. Definisi Pencairan Tunggakan Pajak 
Menurut Prastowo (2009:164) pencairan tunggakan pajak adalah 
pembayaran utang pajak sebesar yang masih harus dibayar sesuai dengan 
administrasi pada Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan Waluyo (2013:91) 
mengemukakan bahwa pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran 
atas tunggakan pajak. 
Pencairan tunggakan pajak menurut Dirjen Pajak (2009) adalah pelunasan 
atas utang pajak yang telah dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, 
denda, atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak dan 
kepadanya telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak 
(SKP), dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). 
Menurut Hidayat dan Cheisviyanny (2013) upaya-upaya yang dapat 
dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pencairan tunggakan pajak yaitu 
dengan melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan tindakan penagihan atas 
tunggakan pajak berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.  
Pencairan tunggakan pajak diukur dengan persentase pencairan tunggakan 
dari tunggakan pajak. Pencairan Tunggakan Pajak diukur dengan data perbulan 
pada KPP Madya Jakarta Timur pada periode 2013-2016. 
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Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencairan 
tunggakan pajak merupakan pembayaran atas tunggakan pajak oleh wajib pajak 
beserta pembayaran atas bunga, denda, dan kenaikan yang tercantum dalam 
Surat Ketetapan Pajak. Untuk meningkatkan angka pencairan tunggakan pajak 
tersebut, dibutuhkan tindakan-tindakan oleh aparatur pajak yang berupa 
penerbitan Surat Ketetapan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi 
Administrasi.  
5. Kualitas Penetapan Pajak 
a. Definisi Surat Ketetapan Pajak 
Menurut Soemitro dalam Hidayat (2013) Surat Ketetapan Pajak adalah suatu 
ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (pejabat pajak) 
yang menimbulkan hak dan kewajiban yang memuat besarnya utang pajak jenis 
tertentu dari tahun tertentu yang terutang oleh Wajib Pajak yang nama dan 
alamatnya tercantum pada Surat Ketetapan Pajak itu. Surat ketetapan tersebut 
dihasilkan dari proses pemeriksaan (pajak) yang dilaksanakan oleh petugas 
fungsional pemeriksa pajak maupun penyidik pajak atau hasil penelitian dari 
petugas pengawasan dan konsultasi pajak.  
Sedangkan menurut Waluyo (2013:52) Surat Ketetapan Pajak itu sendiri 
berperan sebagai suatu ketetapan tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban, 
memuat besarnya utang pajak pada tahun tertentu bagi wajib pajak yang 
tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak. Menurut Hidayat (2013) kualitas 
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penetapan yang paling baik atau sangat baik adalah penetapan yang tidak 
berubah jika wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan atau 
penghapusan sanksi atau keberatan atau banding.  
Kualitas Penetapan Pajak dapat diukur dengan persentase daftar 
pengurangan-pengapusan sanksi/keberatan-banding dari nilai ketetapan pajak. 
Surat Ketetapan Pajak diukur menggunakan data data perbulan pada KPP 
Madya Jakarta Timur pada periode 2013-2016. 
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa fiskus mempunyai 
wewenang dalam penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan 
Pajak (SKP) untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan 
dalam memberikan penetapan pajak lewat surat ketetapan pajak, aparatur pajak 
sudah seharusnya melakukan pertimbangan yang tepat serta didukung dengan 
data-data yang akurat sehingga apabila wajib pajak mengajukan pengurangan 
atau penghapusan sanksi atau keberatan banding, keputusan penetapannya tetap 
tidak berubah. Fiskus juga berwenang melakukan tindakan penagihan berupa 
penerbitan surat teguran, surat paksa, dan surat sita apabila terdapat utang pajak 
yang jatuh tempo belum dilunasi oleh wajib pajak untuk menekan angka 





   
 
b. Jenis Ketetapan Pajak 
Menurut Suhartono dan Ilyas (2010:90), macam-macam Surat Ketetapan 
Pajak meliputi: 
a. Surat Tagihan Pajak  
Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau 
sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda 
b. Surat Ketetapan Kurang Bayar 
Surat Ketetapan Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah 
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan 
jumlah pajak yang masih harus dibayar. 
c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan  
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak 
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan 
d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak 





   
 
e. Surat Ketetapan Pajak Nihil 
Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak 
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak 
6. Surat Teguran 
a. Definisi Surat Teguran 
Menurut Suandy (2014:176) Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain 
yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau 
memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Sedangkan 
menurut Siahaan dalam Rahayu (2013) menjelaskan bahwa  surat teguran, surat 
peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh 
pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk 
melunasi utang pajaknya. Surat teguran, surat perigatan atau surat lain yang 
sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya 
sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. 
Sementara menurut Advianto dalam Syahputra, Hidayat, dan Dewantara 
(2015) surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur 
atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi hutang pajaknya.  
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Surat Teguran diukur dengan persentase pembayaran Surat Teguran dari 
target Surat Teguran. Surat Teguran diukur dengan data perbulan pada KPP 
Madya Jakarta Timur pada periode 2013-2016. 
Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa Surat 
Teguran merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak dan aparatur pajak 
kepada wajib pajak untuk menegur atau memberikan peringatan agar wajib 
pajak membayar tunggakan pajaknya. Tindakan tersebut dilakukan oleh aparatur 
pajak untuk menekan angka pencairan tunggakan pajak. Penyampaian Surat 
Teguran merupakan awalan dari sebuah rangkaian tindakan yang akan 
dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa. 
b. Pelaksanaan Surat Teguran 
Surat Teguran merupakan awal tindakan penagihan pajak sehingga hal 
tersebut menjadi pedoman tindakan penagihan pajak berikutnya yaitu 
penyampaian Surat Paksa dan sebagainya. Surat Teguran diterbitkan terhitung 7 
(tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo jika penanggung pajak tidak melunasi 
utang pajaknya (Suhartono dan Ilyas, 2010:140). Penentuan tanggal jatuh tempo 
dalam penerbitan Surat Teguran sangat penting karena tanggal jatuh tempo 
menunjukkan timbulnya utang pajak dan juga mulai timbulnya wewenang 
melakukan tindakan penagihan pajak. 
24 
 
   
 
Penerbitan Surat Teguran menurut Zuraida dan Advianto (2011:65) 
dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 
a. Aparatur pajak meneliti Surat Ketetapan Pajak (SKP) kemudian dilanjutkan 
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memeriksa usulan penerbitan Surat Teguran 
dan memberikan persetujuan penerbitan 
c. Pelaksana memeriksa persetujuan penerbitan tersebut kemudian mencetak 
Surat Teguran dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan 
d. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menandatangani Surat Teguran, 
kemudian disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
e. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menandatangani Surat Teguran, 
dan meneruskan kepada pelaksana untuk disampaikan kepada Wajib Pajak 
f. Pelaksana meneliti Surat Teguran yang telah ditandatangani Kepala Kantor 
Pelayanan Pajak, menatausahakan, dan menyampaikannya kepada Wajib 
Pajak. 
7. Surat Paksa 
a. Definisi Surat Paksa 
Menurut Zuraida dan Advianto (2011:71) Penagihan Pajak dengan Surat 
Paksa adalah perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat 
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Paksa diterbitkan untuk memerintahkan dengan paksa kepada penanggung pajak 
untuk melunasi utang pajak beserta biaya penagihan. 
Definisi Surat Paksa menurut Mardiasmo (2011:127) adalah surat perintah 
membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai 
kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Sedangkan menurut Priantara (2013:117), surat paksa adalah surat perintah 
yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak guna untuk menagih tunggakan 
pajak dan dilakukan oleh juru sita untuk memaksa wajib pajak untuk melunasi 
tunggakan atau utang pajaknya dalam jangka waktu tertentu.  
Surat Paksa diukur dengan persentase pembayaran Surat Paksa dari target 
Surat Paksa. Surat Paksa diukur dengan data perbulan pada KPP Madya Jakarta 
Timur pada periode 2013-2016. 
Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Surat Paksa merupakan 
tindakan penagihan aktif yang dilakukan setelah aparatur pajak melakukan 
penagihan pajak pasif. Surat Paksa memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat 
memaksa. Tujuan dilakukan tindakan ini adalah untuk memaksa wajib pajak 





   
 
b. Penerbitan Surat Paksa 
Pada teorinya, surat paksa merupakan tindakan penagihan aktif yang 
dilakukan oleh aparatur pajak, oleh karena itu surat paksa diterbitkan sesudah 
surat teguran, surat peringatan, dan surat lain yang dikeluarkan oleh pejabat 
pajak. 
Menurut Zuraida dan Advianto (2011:71), Surat Paksa diterbitkan apabila:  
a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah 
diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis 
b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika 
sekaligus,  
c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam 
keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. 
c. Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
Proses penagihan pajak dengan surat paksa menurut Zuraida dan Advianto 
(2011:73) adalah sebagai berikut: 
a. Surat Paksa diterbitkan oleh pejabat yang berwenang apabila pajak yang 
masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat 
waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak diterbitkannya surat teguran, 
Setelah itu Surat Paksa diserahkan kepada Jurusita Pajak 
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b. Jurusita Pajak memberitahukan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung 
pajak. 
c. Berita Acara pemberitahuan Surat Paksa memuat hari dan tanggal 
pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita pajak, nama yang menerima, dan 
tempat pemberitahuan surat pajak 
Surat Paksa dapat diberitahukan oleh Jurusita pajak terhadap wajib pajak 
pribadi maupun wajib pajak badan baik secara langsung maupun secara 
perwakilan. Setelah memberitahukan isi surat paksa secara lisan, kedua belah 
pihak menandatangani berita acara. Surat paksa asli disimpan dikantor pejabat 
sedangkan salinan surat paksa diserahkan kepada penanggung pajak. 
8. Sanksi Administrasi 
a. Definisi Sanksi Administrasi 
Menurut Suandi (2014:139) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 
dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan 
merupakan alat pencegah wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. 
Sanksi administrasi pajak merupakan pembayaran kerugian kepada negara, 
khususnya yang berupa bunga kenaikan.  
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Menurut Mardiasmo (2016:138) sanksi administrasi dapat berupa denda, 
bunga, atau kenaikan. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai jenis-jenis 
sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak: 
a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran 
yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. Terkait besarannya denda dapat 
ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau 
suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.  
b. Bunga adakah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran 
yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak. Jumlah bunga dihitung 
berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah 
c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak 
yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban 
dalam ketentuan material. Sanksi kenaikan biasanya dikenakan jika wajib 
pajak tidak memberikan informasi yang dibutuhkan mengenai perhitungan 
jumlah pajak terutang. 
Sanksi Administrasi diukur dengan persentase jumlah wajib pajak yang 
melakukan pembayaran sanksi dari jumlah wajib pajak yang dikenakan sanksi 
seperti pada penelitian Wardani (2014). Sanksi Administrasi diukur dengan data 
perbulan pada KPP Madya Jakarta Timur pada periode 2013-2016. 
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Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sanksi administrasi pajak 
merupakan hukuman kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan 
dengan cara membayar uang sesuai peraturan yang berlaku. Sanksi diberikan 
kepada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Fungsi utama dari 
pengenaan sanksi administrasi adalah mencegah terjadinya pelanggaran-
pelanggaran norma yang hendak dilakukan oleh wajib pajak, selain itu 
pengenaan sanksi administrasi juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
dalam membayarkan kewajiban pajaknya. 
 
B. Hasil Penelitian Yang Relevan 
Sudah terdapat beberapa penelitian tentang pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, 
Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi terhadap Pencairan Tunggakan 
Pajak oleh peneliti sebelumnya. Sebagai acuan penelitian, peneliti menggunakan 
penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang telah teruji secara 
empiris sehingga dapat memperkuat hasil penelitian ini. 
Perbedaan penelitian ini dari beberapa penelitian sebelumnya adalah variabel 
independen yang berbeda serta penelitian ini dilakukan pada lokasi yang berbeda. 
Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda, hasil penelitian tersebut 
terangkum pada tabel II.1. 
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1. Maydila, Hamid, Djudi (2014) meneliti tentang Pengaruh Sanksi Administrasi 
dan Surat Paksa Terhadap Optimaliasi Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari). Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan terdapat pengaruh signifikan dari Sanksi Administrasi dan Surat 
Paksa terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak 
2. Pertiwi (2014) meneliti tentang Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat 
Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak. 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah Penagihan Pajak Dengan Surat 
Paksa Dan Surat Teguran. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Penagihan 
Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa secara simultan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak dan secara parsial 
tidak berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak 
dengan arah hubungan negatif. 
3. Ningtyas (2016) meneliti tentang Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Dan 
Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Variabel 
independen dalam penelitian ini adalah Surat Ketetapan pajak dan Tindakan 
Penagihan Aktif. Hasil penelitian ini adalah Surat Ketetapan Pajak dan 
Tindakan Penagihan Aktif berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak 
4. Juniardi, Handayani, Azizah (2014) meneliti tentang Pengaruh Surat Ketetapan 
Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak 
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Penghasilan Badan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Surat 
Ketetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif. Hasil penelitian ini adalah 
Surat Ketetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif Mempunyai Pengaruh 
Terhadap Jumlah Tunggakan Pajak Penghasilan Badan. 
5. Rochmawati (2015) meneliti tentang Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, 
Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan 
Tunggakan Pajak. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kualitas 
Penetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran dan Surat Paksa. Adapun 
hasil dari penelitian ini adalah Kualitas Penetapan Pajak tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak, Pemeriksaan Pajak juga tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak, Surat Teguran 
berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak dan Surat Paksa 
berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak. 
6. Syahputra, Hidayat, Dewantara (2015) melakukan penelitian tentang Pengaruh 
Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Pembayaran 
Tunggakan Pajak. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Surat 
Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi. Adapun hasil dari penelitian ini 
adalah Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi secara bersama-
sama berpengaruh terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak. Surat Teguran 
secara parsial berpengaruh terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak. Surat Paksa 
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secara parsial berpengaruh terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak. Sanksi 
Administrasi secara parsial berpengaruh terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak 
7. Indra, Yulistia, Darmayanti (2013) melakukan penelitian tentang Pengaruh 
Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa 
Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Penelitian ini mendapatkan hasil yaitu 
Surat Teguran dan Surat Paksa tidak berpengaruh terhadap Pencairan 
Tunggakan Pajak. 
8. Hidayat dan Cheisviyanny (2013) melakukan penelitian tentang Pengaruh 
Kualitas Penetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan 
Tunggakan Pajak. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kualitas 
Penetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif. Hasil penelitian tersebut 
menyatakan bahwa Kualitas Penetapan berpengaruh signifikan kearah positif 
terhadap Pencairan Tunggakan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif 
berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. 
9. Saputri (2015) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penagihan Pajak Dengan 
Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Efktivitas Pencairan Tunggakan 
Pajak. Adapun variabel independen dari penelitian tersebut adalah Penagihan 
Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa. Hasil dari penelitian ini adalah 
Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak. 
33 
 
   
 
Penagihan Pajak dengan Surat Teguran berpengaruh signifikan terhadap 
Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
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Sumber: Data diolah oleh penulis (2017) 
 
C. Kerangka Teoritik 
Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen dan satu variabel dependen. 
Variabel independen tersebut terdiri dari Kualitas Penetapan Pajak, Surat Teguran, 
Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi. Pengaruh antara variabel independen dengan 
Pencairan Tunggakan Pajak akan dijelaskan dibawah ini: 
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Pada teori Negara Kesejahteraan dijelaskan bahwa tujuan suatu negara adalah untuk 
mensejahterakan masyarakat seluas-luasnya. Untuk meraih tujuan tersebut maka negara 
memiliki fungsi, salah satunya adalah sebagai regulator. Negara berfungsi sebagai 
pengatur dalam masyarakat dengan membuat peraturan-peraturan dan memberi 
tindakan atas peraturan tersebut. Maka dari itu pemerintah dapat menetapkan peraturan-
peraturan perpajakan guna memungut pajak dan mencairkan tunggakan pajak dari 
masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan negara.  
Pada bidang pajak, teori Negara Kesejahteraan didukung oleh teori Bakti yang 
menjelaskan bahwa wajib pajak atau masyarakat sadar akan kewajiban mutlaknya untuk 
membuktikan tanda baktinya dalam bentuk pembayaran pajak kepada negara.  
Disisi lain, aparatur pajak juga memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari 
masyarakat dan berhak untuk melaksanakan penagihan apabila terdapat wajib pajak 
yang tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan. 
1. Kualitas Penetapan Pajak dengan Pencairan Tunggakan Pajak 
Menurut Hidayat dan Cheisviyanny (2013) ketetapan yang paling baik atau 
sangat baik adalah ketetapan yang tidak berubah jika wajib pajak mengajukan 
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi atau keberatan atau banding. 
Hal ini memberikan makna bahwa kualitas penetapan merupakan faktor yang 
menentukan besar kecilnya pencairan tunggakan pajak. Apabila Surat Ketetapan 
nilainya tidak berubah jika wajib pajak mengajukan banding, maka akan 
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menyebabkan pencairan tunggakan pajak meningkat demikian pula sebaliknya jika 
Surat Ketetapan nilainya berubah jika wajib pajak mengajukan banding, maka akan 
menyebabkan turunnya angka pencairan tunggakan pajak. 
2. Surat Teguran dengan Pencairan Tunggakan Pajak 
Surat Teguran diterbitkan guna mencairkan tunggakan pajak dengan menegur 
atau memperingati wajib pajak untuk mencairkan tunggakan pajaknya 
(Rochmawati, 2015). Hal tersebut memberikan makna bahwa Surat Teguran 
dilakukan oleh aparatur pajak untuk menekan angka pencairan tunggakan pajak. 
Apabila Surat Teguran meningkat maka wajib pajak akan merasa tertegur sehingga 
dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak demikian pula sebaliknya jika Surat 
Teguran menurun maka wajib pajak tidak merasa tertegur sehingga dapat membuat 
pencairan tunggakan pajak menurun. 
3. Surat Paksa dengan Pencairan Tunggakan Pajak 
Surat paksa diterbitkan pada saat penanggung pajak tidak juga melunasi utang 
pajaknya dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan lainnya 
yang diterbitkan oleh pejabat pajak. Surat paksa memiliki sifat berkekuatan hukum 
dan dapat dilanjutkan dengan sebuah tindakan penyitaan atau 
penyanderaan/pencegahan (Rochmawati, 2015). Hal tersebut memberikan makna 
bahwa Surat Paksa dilakukan oleh aparatur pajak untuk menekan wajib pajak agar 
membayar tunggakan pajaknya. Oleh karena itu, apabila Surat Paksa meningkat 
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maka wajib pajak akan merasa tertekan dan membayarkan tunggakan pajaknya 
sehingga pencairan tunggakan pajak meningkat dan begitu pula sebaliknya apabila 
Surat Paksa menurun maka wajib pajak tidak merasa tertekan dan tidak 
membayarkan tunggakan pajaknya sehingga pencairan tunggakan pajak juga 
menurun. 
4. Sanksi Administrasi dengan Pencairan Tunggakan Pajak 
Sanksi administrasi ditujukan kepada setiap Wajib Pajak yang tidak mematuhi 
atau memenuhi hak kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang–Undang 
ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia. Pengenaan sanksi administrasi terhadap 
Wajib Pajak tersebut diduga mampu membuat mereka mematuhi kewajibannya 
sebagai Wajib Pajak (Wardani, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa apabila Sanksi 
Administrasi yang dikenakan terhadap wajib pajak meningkat maka wajib pajak 
akan mematuhi kewajibannya dalam membayar tunggakan pajaknya sehingga 
pencairan tunggakan pajak akan meningkat dan begitu pula sebaliknya apabila 


























Gambar II.1 Kerangka Teoritik 
Sumber: Data diolah oleh penulis 
 
 
D. Perumusan Hipotesis Penelitian 
1. Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak 
Menurut Soemitro dalam Hidayat (2013) Surat Ketetapan Pajak adalah suatu 
ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (pejabat pajak) 
yang menimbulkan hak dan kewajiban yang memuat besarnya utang pajak jenis 
tertentu dari tahun tertentu yang terutang oleh Wajib Pajak 
Menurut Hidayat (2013) penetapan yang paling baik atau sangat baik adalah 
penetapan yang tidak berubah jika wajib pajak mengajukan permohonan 
pengurangan atau penghapusan sanksi atau keberatan atau banding.  
Dalam penelitian sebelumnya, Kualitas Penetapan Pajak mempunyai pengaruh 














   
 
akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak meningkat. Demikian pula 
sebaliknya, apabila perilaku kualitas penetapan tidak baik, maka akan menyebabkan 
pencairan tunggakan pajak menurun. Dengan demikian, hipotesis yang dibentuk 
adalah sebagai berikut:  
H1: Kualitas Penetapan Pajak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan 
Pajak 
2. Pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan pajak 
Menurut Advianto dalam Syahputra (2015) surat teguran adalah surat yang 
diterbitkan untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi hutang pajaknya. 
Penelitian tentang Surat Teguran yang mendapatkan hasil bahwa Surat Teguran 
berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak dilakukan oleh Saputri (2015), 
Rochmawati (2015), dan Syahputra, dkk (2015). Apabila Surat Teguran meningkat 
maka wajib pajak akan merasa tertegur sehingga dapat meningkatkan pencairan 
tunggakan pajak 
H2: Surat Teguran berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak 
3. Pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak 
Pengertian Surat Paksa menurut Mardiasmo (2011:127) surat paksa adalah surat 
perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.  
Teori tersebut diatas sesuai dengan hasil penelitian Rochmawati (2015), Saputri 
(2015), dan Syahputra, dkk (2015). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
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surat paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Semakin banyak 
jumlah surat paksa yang diterbitkan oleh aparatur pajak maka akan semakin 
meningkatkan angka pencairan tunggakan pajak. Dengan demikian, hipotesis yang 
dibentuk adalah sebagai berikut:  
H3: Surat Paksa berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak 
4. Pengaruh Sanksi Administrasi terhadap Pencairan Tunggakan Pajak 
Menurut Suandi (2014:139) sanksi perpajakan merupakan alat pencegah wajib 
pajak tidak melanggar norma perpajakan.  
Penelitian sebelumnya yang terkait dengan pengaruh Sanksi Administrasi 
terhadap Pencairan Tunggakan Pajak dilakukan oleh Syahputra, dkk (2015) 
menunjukkan hasil bahwa Sanksi Administrasi berpengaruh terhadap Pencairan 
Tunggakan Pajak. Apabila Sanksi Administrasi yang dikenakan terhadap wajib 
pajak meningkat maka wajib pajak akan mematuhi kewajibannya dalam membayar 
tunggakan pajaknya sehingga pencairan tunggakan pajak akan meningkat. 












A. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak terhadap Pencairan 
Tunggakan Pajak pada tahun 2013-2016 
2. Untuk mengetahui Pengaruh Surat Teguran Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak 
pada tahun 2013-2016 
3. Untuk mengetahui Pengaruh Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak 
pada tahun 2013-2016 
4. Untuk mengetahui Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Pencairan Tunggakan 
Pajak pada tahun 2013-2016 
 
B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 
Objek dalam penelitian “Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, Surat Teguran, Surat 
Paksa, dan Sanksi Administrasi Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak” merupakan data 
sekunder yang berkaitan dengan variabel dependen dan variabel independen berupa 
register penagihan pajak dan daftar permohonan pengurangan sanksi atau banding. 
Adapun ruang lingkup penelitian meliputi pembatasan Variabel Kualitas Penetapan 
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Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi dibatasi hanya pada tahun 
2013-2016 yang diperoleh dari KPP Madya Jakarta Timur. 
 
C. Metode Penelitian 
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif 
dengan data sekunder yang diperoleh dari KPP Madya Jakarta Timur. Data tersebut 
diolah dan diukur dalam suatu skala numerik atau dalam bentuk angka-angka dengan 
teknik statistik, kemudian mengambil kesimpulan untuk membuktikan adanya pengaruh 
Kualitas Penetapan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi 
terhadap Pencairan Tunggakan Pajak dalam penelitian ini. 
 
D. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:61). Populasi dari 
penelitian ini adalah register penagihan pajak dan daftar permohonan pengurangan 
sanksi atau banding pada KPP Madya Jakarta Timur. 
Sampel merupakan bagian dari populasi. Metode pemilihan sampel yang digunakan 
pada penelitian ini adalah sampling jenuh. Semua populasi dijadikan sampel pada 
penelitian ini dikarenakan terbatasnya jumlah populasi yang ada. (Sugiyono, 2012:126). 
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Sampel yang digunakan berupa data time series selama 4 tahun dengan data perbulan, 
maka jumlah data dalam penelitian ini adalah sebanyak 48. 
 
E. Operasionalisasi Variabel Penelitian 
Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel dependen (Y) dan 
variabel independen (X). 
1. Variabel Dependen 
Variabel dependen merupakan variabel yang nilainya bergantung pada variabel 
lainnya. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah Pencairan 
Tunggakan Pajak. 
a. Definisi Konseptual 
Menurut Hidayat dan Cheisviyanny (2013) pencairan tunggakan pajak 
adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan penerimaan 
pencairan tunggakan pajak yaitu dengan melakukan pemeriksaan, penyidikan, 
dan tindakan penagihan atas tunggakan pajak berdasarkan Undang-Undang 
perpajakan yang berlaku. 
b. Definisi Operasional 
Pencairan tunggakan pajak diukur dengan persentase pencairan tunggakan 
dari tunggakan pajak. Pencairan Tunggakan Pajak diukur dengan data perbulan 
pada KPP Madya Jakarta Timur pada periode 2013-2016. 
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Pencairan Tunggakan Pajak: Pencairan Tunggakan Pajak x 100% 
              Tunggakan Pajak 
2. Variabel Independen  
Variabel independen adalah variabel yang nilainya tidak bergantung pada 
variabel lainnya. Adapun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
a. Kualitas Penetapan Pajak 
1. Definisi Konseptual 
Menurut Soemitro dalam Rudi Hidayat (2013) Surat Ketetapan Pajak 
adalah suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang 
berwenang (pejabat pajak) yang menimbulkan hak dan kewajiban yang 
memuat besarnya utang pajak jenis tertentu dari tahun tertentu yang terutang 
oleh Wajib Pajak yang nama dan alamatnya tercantum pada Surat Ketetapan 
Pajak itu. 
Menurut Hidayat (2013) penetapan yang paling baik atau sangat baik 
adalah penetapan yang tidak berubah jika wajib pajak mengajukan 
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi atau keberatan atau 
banding.  
2. Definisi Operasional 
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Kualitas Penetapan Pajak dapat diukur dengan persentase daftar 
pengurangan-pengapusan sanksi/keberatan-banding dari nilai ketetapan 
pajak. Surat Ketetapan Pajak diukur menggunakan data data perbulan pada 
KPP Madya Jakarta Timur pada periode 2013-2016. 
Kualitas Penetapan Pajak: Pembayaran Banding x 100% 
                                       Nilai Ketetapan Pajak 
Berikut ini disajikan tabel kategorisasi Kualitas Penetapan Pajak 
Tabel III.1 
Kategorisasi Kualitas Penetapan Pajak 
No Persentase Kualitas Penetapan 
1 00,00-10,99 Sangat Tidak Baik 
2 20,00-30,99 Tidak Baik 
3 40,99-50,99 Kurang Baik 
4 60,00-70,99 Baik 
5 80,00-100 Sangat Baik 
Kategori kualitas penetapan pajak tersebut adalah sebuah acuan peneliti 
untuk menghitung dan mengolah data yang telah didapat dari Kantor 
Pelayanan Pajak. 
b. Surat Teguran  
1. Definisi Konseptual 
 Menurut Siahaan dalam Rahayu (2013) surat teguran, surat peringatan, 
atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk 
menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang 
pajaknya. Surat teguran, surat perigatan atau surat lain yang sejenis 
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diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai 
dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. 
2. Definisi Operasional 
 Surat Teguran diukur dengan persentase pembayaran Surat Teguran dari 
target Surat Teguran. Surat Teguran diukur dengan data perbulan pada KPP 
Madya Jakarta Timur pada periode 2013-2016. 
Surat Teguran: Pembayaran Surat Teguran x 100% 
            Target Surat Teguran 
c. Surat Paksa 
1. Definisi Konseptual 
Menurut Priantara (2013:117) surat paksa adalah surat perintah yang 
dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak guna untuk menagih tunggakan 
pajak dan dilakukan oleh juru sita untuk memaksa wajib pajak untuk 
melunasi tunggakan atau utang pajaknya dalam jangka waktu tertentu. 
2. Definisi Operasional 
Surat Paksa diukur dengan persentase pembayaran Surat Paksa dari 
target Surat Paksa. Surat Paksa diukur dengan data perbulan pada KPP 
Madya Jakarta Timur pada periode 2013-2016. 
Surat Paksa: Pembayaran Surat Paksa x 100% 
          Target Surat Paksa 
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d. Sanksi Administrasi 
1. Definisi Konseptual 
Menurut Suandi (2014:139) sanksi perpajakan merupakan jaminan 
bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma 
perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi 
perpajakan merupakan alat pencegah wajib pajak tidak melanggar norma 
perpajakan. Sanksi administrasi pajak merupakan pembayaran kerugian 
kepada negara, khususnya yang berupa bunga kenaikan.  
2. Definisi Operasional 
Sanksi Administrasi diukur dengan persentase jumlah wajib pajak yang 
melakukan pembayaran sanksi dari jumlah wajib pajak yang dikenakan 
sanksi seperti pada penelitian Wardani (2014). Sanksi Administrasi diukur 
dengan data perbulan pada KPP Madya Jakarta Timur pada periode 2013-
2016. 
 Sanksi Administrasi: Jumlah WP yang membayar sanksi x 100% 
              Jumlah WP yang dikenakan sanksi 
          
F. Teknik Analisis Data 
Berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan analisis untuk data 
penelitian. Dalam melakukan analisis digunakan teknik analisis regresi berganda. 
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Kegiatan perhitungan statistic menggunakan SPSS (Statistical Program for Social 
Science) 24. Sebelum data diolah dengan regresi berganda, maka uji asumsi klasik 
digunakan untuk memperoleh keyakinan bahwa data yang diperoleh beserta variabel 
penelitian layak untuk diolah lebih lanjut. 
1. Analisis Statistik Deskriptif 
Dalam penelitian ini pengujian awal yang dilakukan adalah uji statistik 
deskriptif. Uji ini bertujuan untuk mengetahui sebaran data penelitian sekaligus 
memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilakukan dengan menghitung 
mean, median, nilai maksimal, dan nilai minimal dari data penelitian Ghozali 
(2016:16). 
2. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi 
menunjukkan hubungan yang signifikan. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, 
uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas (Sarjono dan Julianita, 2011).  
a. Uji Normalitas 
Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu 
distribusi data. Pada dasarnya, uji normalitas adalah membandingkan antara data 
yang kita miliki dan data berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar 
deviasi yang sama dengan data. Ada 2 cara untuk mendeteksinya, yaitu dengan 
analisis grafik dan analisis statistik. (Sarjono dan Julianita, 2011). 
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1) Analisis Grafik 
Alat uji yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis grafik 
normal plot. Dasar pengambilan keputusannya menurut Ghozali (2016:155) 
adalah: 
a. Jika titik menyebar di sekitar garis diagonal atau mengikuti arah garis 
diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas 
b. Jika titik menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah 
garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas 
2) Analisis Statistik 
Menurut Ghozali (2016:157) uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov 
(1-Sample K-S) mengambil dasar pengambilan keputusan pada: 
a. Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05 maka Ho ditolak. 
Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal. 
b. Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka Ho 
diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi dengan normal 
b. Uji Multikoloniearitas 
Menurut Sarjono dan Julianita (2011:70) uji multikolonieritas bertujuan 
untuk mengetahui apakah hubungan di antara variabel bebas memiliki masalah 
multikorelasi (gejala multikolinearitas) atau tidak. Multikorelasi adalah korelasi 
yang sangat tinggi atau sangat rendah yang terjadi pada hubungan di antara 
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variabel bebas. Uji multikorelasi perlu dilakukan jika jumlah variabel 
independen (variabel bebas) lebih dari satu.  
Menurut Wijaya dalam Sarjono dan Julianita (2011:70), ada beberapa cara 
mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas yaitu: 
1) Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang 
sangat tinggi tetapi secara individual variabel bebas banyak yang tidak 
signifikan memengaruhi variabel terikat 
2) Menganalisis korelasi diantara variabel bebas. Jika diantara variabel bebas 
ada korelasi yang cukup tinggi (lebih besar daripada 0,90), hal ini 
merupakan indikasi adanya multikolinieritas. 
3) Multikolinieritas dapat juga dilihat dari nilai VIF (Variance Inflating 
Factor). Jika VIF < 10, tingkat kolinearitas dapat ditoleransi. 
Uji multikorelasi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah dengan 
melihat nlai tolerance dan VIF. Jika nilai Tolerance > 0,10 atau sama dengan 
VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikoloniearitas antar 
variabel independen dalam model regresi penelitian ini. Namun jika nilai 
Tolerance < 0.10 dan VIF > 10 maka dapat diartikan bahwa terjadi gangguan 





   
 
c. Uji Autokorelasi 
Menurut Wijaya dalam Sarjono dan Julianita (2011:80), autokorelasi 
bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi linear ada korelasi antara 
kesalahan pengganggu. Pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode 
sebelumnya (t-1). Apabila terjadi korelasi maka hal tersebut menunjukkan 
adanya problem autokorelasi. Masalah autokorelasi sering terjadi pada data time 
series. Uji autokorelasi pada penelitian ini dilakukan dengan uji Durbin-Watson. 
Pengambilan kesimpulan mengenai ada atau tidaknya autokorelasi menurut 
Ghozali (2016:110), berdasarkan kriteria berikut: 
1. Bila nilai dw terletak antara batas atas (du) dan (4-du) maka koefisien 
autokorelasi sama dengan 0 yang berarti tidak terjadi autokorelasi. 
2. Bila nilai dw lebih rendah dari batas bawah (dl) maka koefisien autokorelasi 
lebih besar daripada 0 yang berarti ada autokorelasi positif 
3. Bila nilai dw leih besar dari (4-dl) maka koefisien autokorelasi lebih kecil 
daripada 0 yang berarti ada autokorelasi negatif 
4. Bila nilai dw negative diantara batas bawah dan batas atas atau diantara (4-
dl) dan (4-du) maka hasilnya tidak dapat disimpulkan. 
d. Uji Heterokedastisitas 
Menurut Wijaya dalam Sarjono dan Julianita (2011:66) menunjukkan bahwa 
varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan atau observasi. Jika 
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varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka 
disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah terjadi 
homokedastisitas dalam model, atau dengan kata lain tidak terjadi 
heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah uji grafik dan uji statistic. Dalam penelitian ini uji Grafik dilakukan 
dengan menggunakan grafik scatterplot sementara untuk uji statistic 
menggunakan uji White. 
Menurut Ghozali (2016:136), dasar untuk scatterplot adalah sebagai berikut: 
1. Tidak ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 
yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) „maka 
mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas 
2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 
angka 0 pada sumbu U maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
Sementara untuk Uji White dilakukan dengan cara meregres residual kuadrat 
dengan variabel independen, variabel independen kuadrat, dan perkalian antar 
variabel independen (Ghozali, 2013:138). Dalam uji White hasil yang diperoleh 
adalah R square (R
2




 = n x R
2
. Pengambilan 
keputusan untuk melihat hasil uji white yaitu apabila c
2
 hitung < c
2
 tabel maka 
dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian. 
Untuk melihat c
2
 tabel menggunakan tabel chi square dengan df (degree of 
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freedom) adalah banyaknya variabel independen dalam regresi auxiliary dan 
tingkat signifikansi 0,05 (Utomo, 2007:183). 
 
3. Analisis Regresi Linier Berganda 
Menurut Sarjono dan Julianita (2011:91) analisis regresi digunakan untuk 
mengetahui pengaruh antara suatu variabel dependen dengan variabel independen. 
Apabila dalam suatu penelitian hanya ada satu variabel dependen dan satu variabel 
independen maka disebut analisis regresi sederhana. Apabila terdapat beberapa 
variabel independen maka analisisnya disebut dengan analisis regresi berganda.  
Analisis regresi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan 
antara ketiga variabel independen dengan variabel dependen. Analisis regresi dapat 
memberikan jawaban mengenai besarnya pengaruh setiap variabel independen 
terhadap variabel dependennya.  
Rumus linier berganda ditunjukkan oleh persamaan: 
Y=a+b1X1+b2X2+b3X3+e 
Keterangan: 
Y   : Pencairan Tunggakan Pajak 
X1 : Persentase Kualitas Penetapan Pajak 
X2 : Persentase Surat Teguran 
X3 : Persentase Surat Paksa 
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X4 : Persentase Sanksi Administrasi 
α : konstanta 
e    : error 
 
4. Uji Hipotesis 
a. Uji Statistik t 
Pengujian hipotesis dalam regresi berganda dapat dilakukan dengan uji 
signifikansi. Analisis untuk menguji signifikansi nilai koefisien regresi secara 
parsial adalah statistic uji t (Firdaus, 2011:146). Tujuan dari uji regresi parsial 
untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial 
berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Apabila taraf signifikansi 
kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima, yang berarti bahwa suatu variabel 
independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. 
b. Koefisien Determinasi (R2) 
Dalam hal hubungan tiga variabel atau lebih, ingin diketahui berapa 
besarnya persentase sumbangan masing-masing variabel X terhadap variasi 
(naik turunnya) Y secara bersama-sama. Besarnya persentase sumbangan ini 
disebut koefisien determinasi berganda dengan symbol R
2
 (Firdaus, 2011:130). 
Koefisien determinasi R2 merupakan ukuran yang mengatakan seberapa baik 





   
 
persentase jumlah variasi yang benar-benar dapat dijelaskan oleh garis regresi 
linearnya (Firdaus, 2011:91). 
c. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
 Menurut Firdaus (2011:147) pengujian hipotesis secara simultan dilakukan 
dengan analisis varian. Dengan analisis varian ini akan dapat diperoleh 
pengertian tentang bagaimana pengaruh sekelompok variabel independen secara 
bersama-sama terhadap variabel dependen. Statistik uji yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah statistik uji F. taraf signifikansi yang digunakan adalah 
0,05. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka hipotesis alternatif 
diterima, yang berarti bahwa semua variabel independen secara simultan 













HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Data 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas penetapan pajak, surat 
teguran, surat paksa, dan sanksi administrasi terhadap pencairan tunggakan pajak. Jenis 
data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Pada penelitian ini 
metode pemilihan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh yang berarti semua 
populasi dijadikan sampel penelitian. Data yang digunakan merupakan data time series 
dari tahun 2013-2016 dengan data sampel bulanan, maka jumlah data pada penelitian 
ini adalah 48. 
Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari daftar surat ketetapan pajak, 
daftar penagihan pajak, daftar permohonan pengurangan sanksi, daftar sanksi 
administrasi, dan daftar tunggakan pajak pada KPP Madya Jakarta Timur.  
Penelitian ini dilengkapi dengan hasil penelitian terdahulu berupa jurnal dan buku 
referensi. Model dalam penelitian ini menggunakan empat variabel yaitu kualitas 






   
 
1. Statistik Deskriptif 
Statistik Deskriptif disajikan untuk memberikan gambaran atau deskripsi atas 
suatu data variabel yang digunakan dalam penelitian. Variabel yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu kualitas penetapan pajak, surat teguran, surat paksa, 
sanksi administrasi, dan pencairan tunggakan pajak.  
Dibawah ini merupakan hasil dari statistik deskriptif dalam penelitian ini yang 
terdiri dari nilai minimum, maximum, mean, dan standar deviasi yang disajikan 
pada tabel IV.1 berikut: 
Tabel IV.1 
Uji Statistik Deskriptif 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
PTP 48 .004 .405 .12183 .093703 
KPP 48 .007 .992 .63417 .290255 
ST 48 .019 .310 .11188 .084338 
SP 48 .007 12.603 .51969 1.799842 
SA 48 .061 .998 .68758 .264666 
Valid N (listwise) 48     
  Sumber: SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017) 
Berdasarkan Tabel IV.1 dapat dilihat bahwa data yang di uji dalam penelitian ini 




   
 
1) Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel IV.1, menunjukkan 
bahwa nilai minimum pencairan tunggakan pajak yang dimiliki KPP Madya 
Jakarta Timur sebesar 0,004% yaitu terjadi pada Januari 2013. Rendahnya 
pencairan tunggakan pajak yang terjadi disebabkan oleh tidak dilunasinya 
tunggakan pajak tepat pada waktunya. Nilai maksimum pencairan tunggakan 
pajak sebesar 0.405% yaitu pada September 2016. Meningkatnya angka 
pencairan tunggakan pajak disebabkan oleh meningkatnya kesadaran wajib 
pajak dalam membayar tunggakan pajaknya. Sementara itu, nilai rata-rata dari 
pencairan tunggakan pajak sebesar 0,12183% dengan standar deviasi sebesar 
0,093703%. 
2) Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel IV.1, menunjukkan 
bahwa nilai minimum kualitas penetapan pajak yang dimiliki KPP Madya 
Jakarta Timur sebesar 0.007% yaitu terjadi pada Juli 2015. Rendahnya kualitas 
penetapan pajak yang terjadi disebabkan oleh penetapan yang masih banyak 
berubah dikarenakan permohonan pengurangan sanksi, banding, atau keberatan. 
Nilai maksimum kualitas penetapan pajak sebesar 0,992% yang berarti pada 
Januari 2015 nilai ketetapan cenderung tetap, tidak berubah walaupun terdapat 
permohonan pengurangan sanksi, banding, atau keberatan. Sementara itu, nilai 
rata-rata dari kualitas penetapan pajak sebesar 0,63417% dengan standar deviasi 
sebesar 0,290255%.  
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3) Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel IV.1, menunjukkan 
bahwa nilai minimum surat teguran yang dimiliki KPP Madya Jakarta Timur 
sebesar 0.019% yaitu terjadi pada Maret 2013. Rendahnya surat teguran yang 
terjadi disebabkan oleh masih banyaknya wajib pajak yang mengabaikan surat 
teguran yang di terbitkan oleh aparatur pajak. Nilai maksimum surat teguran 
sebesar 0,310% yang berarti pada Mei 2016 surat teguran mendapatkan respon 
oleh wajib pajak. Sementara itu, nilai rata-rata dari surat teguran sebesar 
0,11188% dengan standar deviasi sebesar 0,084338%. 
4) Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel IV.1, menunjukkan 
bahwa nilai minimum surat paksa yang dimiliki KPP Madya Jakarta Timur 
sebesar 0.007% yaitu terjadi pada Januari 2013. Rendahnya surat paksa yang 
terjadi disebabkan oleh masih banyaknya wajib pajak yang mengabaikan surat 
paksa yang di terbitkan oleh aparatur pajak. Nilai maksimum surat paksa sebesar 
12,603% yang berarti pada September 2016 surat paksa mendapatkan respon 
oleh wajib pajak. Sementara itu, nilai rata-rata dari surat paksa sebesar 
0,51967% dengan standar deviasi sebesar 1,799756%. 
5) Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel IV.1, menunjukkan 
bahwa nilai minimum sanksi administrasi yang dimiliki KPP Madya Jakarta 
Timur sebesar 0.061% yaitu terjadi pada Januari 2013. Rendahnya sanksi 
administrasi yang terjadi disebabkan oleh masih banyaknya wajib pajak yang 
64 
 
   
 
tidak membayarkan sanksi administrasinya. Nilai maksimum sanksi 
administrasi sebesar 0,998% yang berarti pada Oktober 2014 wajib pajak 
membayarkan tunggakan pajaknya. Sementara itu, nilai rata-rata dari sanksi 
administrasi sebesar 0,68758% dengan standar deviasi sebesar 0,264666%. 
2. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independen dan 
variabel dependen dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. 
Penelitian ini menggunakan dua cara untuk mendeteksi apakah distribusi data 
normal atau tidak, yaitu dengan uji grafik dan uji statistik.  
1) Uji Grafik 
Salah satu cara untuk uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu uji grafik dengan cara uji Normal P-Plot dan histogram. Berikut adalah 
penjelasan hasil dari grafik uji normalitas dalam penelitian ini: 
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Sumber : SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017) 
Dapat dilihat pada Gambar IV.1 Grafik Histogram diatas, dapat 
disimpulkan bahwa grafik histogram menunjukkan pola distribusi yang tepat 
ditengah. Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. 
66 
 




Grafik Normal P-Plot 
Sumber : SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017) 
Pada Gambar IV.2 Grafik Normal P-Plot diatas dapat dilihat bahwa pola 
penyebarannya yaitu data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti 
arah garis diagonal maka hal tersebut menunjukkan bahwa pola berdistribusi 
normal. Oleh karena itu dapat dinyatakan model regresi memenuhi asumsi 
normalitas. 
2) Uji Statistik 
Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik yaitu uji 
Kolmogorov-Smirnov. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data 
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penelitian berdistribusi normal atau tidak. Data dapat dinyatakan 
berdistribusi normal apabila hasil signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5%. 
Apabila hasil signifikansi di bawah 0,05 atau 5% maka menunjukkan bahwa 
data yang diuji dalam penelitian tidak normal. Berikut adalah hasil uji 
Kolmogorov-Smirnov: 
Tabel IV.2 
Uji One Sample Kolmogorov Smirnov 







 Mean .0000000 
Std. Deviation .05569044 
Most Extreme Differences Absolute .102 
Positive .102 
Negative -.076 
Test Statistic .102 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
Sumber : SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017) 
Berdasarkan tabel IV.2 dapat dilihat bahwa nilai pada Asymp. Sig (2-tailed) 
adalah 0,200 dimana angka tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 




   
 
b. Uji Multikoloniearitas 
Uji multikoloniearitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi korelasi yang 
sangat tinggi pada hubungan diantara variabel independen dalam penelitian. 
Pada penelitian ini untuk menguji multikoloniearitas menggunakan nilai 
Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance. Jika nilai VIF < 10 atau 
nilai tolerance > 0,10 maka dapat dinyatakan tidak terjadi multikoloniearitas. 
Namun apabila nilai VIF > 10 atau nilai tolerance < 0,10 maka diantara variabel 
bebas penelitian tersebut terdapat gejala multikoloniearitas. Berikut penjelasan 
hasil uji multikoloniearitas: 
 
Tabel IV.3 










B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -.035 .031  -1.139 .261   
KPP .015 .030 .048 .507 .615 .922 1.084 
ST .403 .116 .362 3.481 .001 .759 1.318 
SP .022 .005 .416 4.467 .000 .948 1.055 
SA .132 .037 .374 3.612 .001 .767 1.303 
a. Dependent Variable: PTP 
Sumber : SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017) 
Berdasarkan tabel IV.3 dapat dilihat bahwa dari hasil perhitungan uji 
multikoloniearitas menunjukkan nilai tolerance > 0,10 yaitu sebesar 0.922 untuk 
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variabel Kualitas Penetapan Pajak, 0,759 untuk variabel Surat Teguran, 0,948 
untuk variabel Surat Paksa, dan 0,767 untuk variabel Sanksi Administrasi. 
Selain itu juga nilai VIF menunjukkan < 10 yaitu sebesar 1,084 untuk variabel 
Kualitas Penetapan Pajak, 1,318 untuk variabel Surat Teguran, 1,055 untuk 
variabel Surat Paksa, dan sebesar 1,303 untuk variabel Sanksi Administrasi. 
Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa variabel independen dalam 
penelitian ini bebas dari gejala multikoloniearitas. 
c. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear 
terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah 
yang terbebas dari autokorelasi. Dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin 
Watson (DW) untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi. Berikut adalah 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .647 .614 .058223 2.044 
a. Predictors: (Constant), SA, KPP, SP, ST 
b. Dependent Variable: PTP 
Sumber : SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017) 
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Berdasarkan Tabel IV.4 Uji Autokorelasi dapat dilihat bahwa diperoleh nilai 
DW sebesar 2,044. Berdasarkan tabel Durbin Watson (DW) dengan jumlah 
sampel (n) = 48 dan jumlah variabel independen (k) = 4, maka diperoleh nilai 
dL= 1,3619, nilai dU = 1,7206 dan nilai 4-dU = 2,2794. Berdasarkan kriteria 
pengambilan keputusan dalam uji Durbin Watson (DW) maka nilai DW terletak 
diantara dU dan 4-dU (1,3619 < 2,044 < 2,2794). Oleh karena itu dapat 
disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari gejala autokorelasi. 
d. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam suatu 
model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Apabila variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan lain tetap, maka dapat disebut homokedastisitas. Namun apabila 
terjadi perbedaan dapat disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik yaitu 
homokedastisitas. 
Dalam penelitian ini uji Grafik dilakukan dengan menggunakan grafik 
scatterplot sementara untuk uji statistic menggunakan uji White. Berikut 
penjelasan hasil dari masing-masing uji yang telah dilakukan 
1) Grafik Plot 
Untuk scatterplot apabila titik-titik dalam hasil uji tersebut membentuk 
pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar kemudian 
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menyempit, maka menunjukkan terjadi heterokedastisitas. Namun apabila 
tidak membentuk pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 
bawah angka 0 pada sumbu Y, maka menunjukkan tidak terjadi 






Sumber : SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017) 
Berdasarkan Gambar IV.3 Uji Heterokedastisitas dapat dilihat bahwa 
titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk suatu pola tertentu, serta 
tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Oleh sebab 




   
 
2) Uji White 







 hitung = n x R
2
. Pengambilan keputusan 
untuk melihat hasil uji white yaitu apabila c
2
 hitung < c
2
 tabel maka dapat 
disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian. 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .382 .120 .00495 
a. Predictors: (Constant), SPSA, STkuadrat, KPPkuadrat, SA, KPPST, 
KPPSA, STSA, SAkuadrat, KPP, ST, SPkuadrat, STSP, KPPSP, SP 
Sumber : SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017) 
Berdasarkan hasil regresi residual kuadrat, menunjukkan hasil R square 







 = n x R
2
 = 0,382 x 48 = 18,336. 





 tabel maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas 
dalam penelitian. Untuk melihat c
2
 tabel dengan df (degree of freedom) 
adalah banyaknya variabel independen dalam regresi auxiliary dan tingkat 
signifikansi 0,05 (Utomo, 2007:183). Dalam penelitian ini jumlah variabel 
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dalam regresi auxiliary ada 14 variabel, maka nilai c
2
 tabel adalah 23,685. 
Berdasarkan hasil uji dalam penelitian ini 18,336 < 23,685 (c
2
 hitung < c
2
 
tabel). Maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini terbebas dari gejala 
heteroskedastisitas. 
3. Analisis Regresi Linier Berganda 
Apabila variabel-variabel pada penelitian ini telah terbebas dari masalah uji 
asumsi klasik, tahap selanjutnya yaitu melakukan analisis regresi linier berganda 
yang memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel 
independen yaitu kualitas penetapan pajak, surat ketetapan pajak, surat teguran, dan 
sanksi administrasi terhadap pencairan tunggakan pajak sebagai variabel dependen. 
Berikut hasil dari analisis regresi linier berganda: 
Tabel IV.6 





B Std. Error Beta 
1 (Constant) -.035 .031  
KPP .015 .030 .048 
ST .403 .116 .362 
SP .022 .005 .416 
SA .132 .037 .374 
Sumber : SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017) 
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang ditampilkan pada Tabel IV.6, 
maka dapat dituliskan model regresi sebagai berikut : 
PTP = -0,035 + 0,015 KPP + 0,403 ST + 0,022 SP + 0,132 SA  +  e 
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Keterangan: 
Y  = Pencairan Tunggakan Pajak 
KPP  = Kualitas Penetapan Pajak 
ST  = Tunggakan pajak 
SP  = Surat Paksa 
SA  = Sanksi Administrasi 
e  = error 
Berdasarkan persamaan regresi maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Nilai konstanta negatif sebesar 0,035 artinya apabila semua variabel independen 
yaitu kualitas penetapan pajak, surat teguran, surat paksa, dan sanksi 
administrasi bernilai konstan atau 0, maka pencairan tunggakan pajak akan 
mengalami penurunan sebesar 0,035 
b. Nilai koefisien regresi kualitas penetapan pajak 0,015 artinya apabila variabel 
independen lain bernilai konstan dan variabel kualitas penetapan pajak 
mengalami kenaikan 1 satuan maka variabel pencairan tunggakan pajak akan 
mengalami kenaikan sebesar 0,015 
c. Nilai koefisien regresi variabel surat teguran 0,403 artinya apabila variabel 
independen lain bernilai konstan dan variabel surat teguran mengalami kenaikan 




   
 
d. Nilai koefisien regresi variabel surat paksa 0,022 artinya apabila variabel 
independen lain bernilai konstan dan variabel surat paksa mengalami kenaikan 1 
satuan maka variabel pencairan tunggakan pajak akan mengalami kenaikan 
sebesar 0,022 
e. Nilai koefisien regresi variabel sanksi administrasi 0,132 artinya apabila 
variabel independen lain bernilai konstan dan variabel sanksi administrasi  
mengalami kenaikan 1 satuan maka variabel pencairan tunggakan pajak akan 
mengalami kenaikan sebesar 0,132 
 
B. Pengujian Hipotesis 
1. Uji t 
Tujuan dari uji t dalam penelitian untuk mengetahui seberapa jauh masing-
masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila t tabel 
< thitung maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, dan 
apabila taraf signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan ada pengaruh yang 
kuat antara variabel dependen dengan variabel independen. Berikut adalah tabel 










Model t Sig. 
1 (Constant) -1.139 .261 
KPP .507 .615 
ST 3.481 .001 
SP 4.467 .000 
SA 3.612 .001 
Sumber : SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017) 
Berdasarkan Tabel IV.7 dapat dijelaskan pengaruh masing-masing variabel 
independen terhadap variabel dependen berdasarkan hipotesis yang telah dibuat. 
Berikut penjelasan atas hasil pengujian masing-masing hipotesis: 
a. Pengujian Hipotesis 1 
Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini menyatakan bahwa kualitas 
penetapan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP 
Madya Jakarta Timur. Berdasarkan hasil uji t yang telah ditampilkan pada tabel 
IV.7 dapat dilihat bahwa variabel kualitas penetapan pajak memiliki thitung 
sebesar 0,507 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,615. Hal ini menunjukkan 
bahwa ttabel < thitung (2,01669 > 0,507) dan nilai signifikan variabel 0,615 > 0,05 
sehingga H1 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa kualitas penetapan pajak 





   
 
b. Pengujian Hipotesis 2 
Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini menyatakan bahwa surat teguran 
berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Timur. 
Berdasarkan hasil uji t yang telah ditampilkan pada tabel IV.7 dapat dilihat 
bahwa surat teguran memiliki thitung sebesar 3,481. Hal ini menunjukkan bahwa 
ttabel < thitung (2,01669 < 3,481) dan signifikansi sebesar 0,001. Hal ini 
menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel 0,001 < 0,05 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa H2 diterima yaitu surat teguran berpengaruh signifikan 
terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Timur. 
c. Pengujian Hipotesis 3 
Hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini menyatakan bahwa surat paksa 
berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Timur. 
Berdasarkan hasil uji t yang telah ditampilkan pada tabel IV.7 dapat dilihat 
bahwa surat paksa memiliki thitung sebesar 4,467. Hal ini menunjukkan bahwa 
ttabel < thitung (2,01669 < 4,467) dan signifikansi sebesar 0,000. Hal ini 
menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel 0,000 < 0,05 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa H3 diterima yaitu surat paksa berpengaruh signifikan 
terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Timur. 
d. Pengujian Hipotesis 4 
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Hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini menyatakan bahwa sanksi 
administrasi berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya 
Jakarta Timur. Berdasarkan hasil uji t yang telah ditampilkan pada tabel IV.7 
dapat dilihat bahwa sanksi administrasi memiliki thitung sebesar 3,612. Hal ini 
menunjukkan bahwa ttabel < thitung (2,01669 < 3,612) dan signifikansi sebesar 
0,001. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel 0,001 < 0,05 
sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima yaitu sanksi administrasi 
berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya 
Jakarta Timur. 
2. Uji F 
Uji F bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh sekelompok variabel 
independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria yang 
digunakan adalah apabila (Fhitung > Ftabel) atau (α < 0,05) maka variabel independen 
berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen.  
Dengan derajat kepercayaan 5%, df 1 (jumlah variabel-1) = 4, dan df 2 (n-k-1) atau 
48-4-1 = 43 (n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel independen), 












 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression .267 4 .067 19.684 .000
b
 
Residual .146 43 .003   
Total .413 47    
a. Dependent Variable: PTP 
b. Predictors: (Constant), SA, KPP, SP, ST 
Sumber : SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017) 
Berdasarkan tabel IV.8 diatas dapat dillihat bahwa semua variabel independen 
berpengaruh secara simultan terhadap pencairan tunggakan pajak. Hal ini dapat 
diketahui dari nilai (Fhitung > Ftabel) yaitu 19,684 > 2,59 dan signifikansi sebesar 
0,000 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Oleh 
karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini semua variabel independen 
yaitu kualitas penetapan pajak, surat teguran, surat paksa, dan sanksi administrasi 
secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pencairan 
tunggakan pajak pada KPP Madya Jakarta Timur. 
3. Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan sejauh mana variabel 
independen dapat menerangkan variasi variabel dependen. Semakin besar nilai 
koefisien determinasi maka menunjukkan bahwa semua variabel independen 
memberikan hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel 
dependen. Berikut adalah tabel hasil uji koefisien determinasi: 
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Tabel IV.9 
Uji Koefisien Determinasi 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .647 .614 .058223 
Sumber : SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017) 
Berdasarkan tabel IV.9 dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 
0,614 atau 61,4%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 61,4% dari pencairan 
tunggakan pajak pada KPP Madya Jakarta Timur dipengaruhi oleh variabel-variabel 
independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kualitas penetapan pajak, 
surat teguran, surat paksa, dan sanksi administrasi. Sementara 38,6% lainnya 




1. Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak 
Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini menyatakan bahwa kualitas 
penetapan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya 
Jakarta Timur. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Rochmawati (2015) yang menyatakan bahwa kualitas penetapan pajak tidak 
berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Menurut Wakil Kepala Seksi 
Penagihan Pajak KPP Madya Jakarta Timur, hal tersebut dapat terjadi karena 
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tunggakan yang dihasilkan dari surat ketetapan pajak jumlahnya tergolong kecil 
karena hanya mengenakan kekurangan bayar hasil pemeriksaan dari pelaporan SPT 
yang dilakukan wajib pajak sementara itu pada KPP Madya Jakarta Timur, 
tunggakan pajak mayoritas berasal dari wajib pajak yang benar-benar belum 
membayarkan kewajiban perpajakannya. Selain itu juga Surat Ketetapan Pajak lebih 
bersifat menghimbau wajib pajak agar membayar kekurangan pajaknya, tidak ada 
tekanan yang cukup besar untuk menekan wajib pajak agar mau membayarkan 
pajaknya.  
Berikut ini merupakan Kategorisasi Kualitas Penetapan Pajak KPP Madya 
Jakarta Timur: 
Tabel IV.10 






Sumber: KPP Madya Jakarta Timur, diolah oleh penulis (2017) 
No Kualitas penetapan Jumlah 
1 Sangat Baik (80-100%) 18 
2 Baik (60-80%) 8 
3 Kurang Baik (40-60%) 12 
4 Tidak Baik (20-40%) 6 
5 Sangat Tidak Baik (0-20%) 4 
 Jumlah 48 
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Berdasarkan data yang telah peneliti olah dan kelompokkan, dapat dilihat pada 
tabel IV.10 disimpulkan bahwa Kualitas Penetapan Pajak yang ditetapkan melalui 
surat ketetapan pajak cenderung baik. Hal tersebut tercermin dari 18 keputusan yang 
bersifat sangat baik dan 8 keputusan yang bersifat baik. Sementara itu, kualitas 
penetapan yang cenderung tergolong kurang baik sebanyak 12 keputusan, kualitas 
penetapan yang cenderung tidak baik berjumlah 6 keputusan, dan kualitas 
penetapan yang sangat tidak baik berjumlah 4 keputusan. Meskipun dapat dikatakan 
tergolong baik, namun pada KPP Madya Jakarta Timur hal tersebut tidak dapat 
mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Nominal tunggakan yang dihasilkan dari 
surat ketetapan pajak yang tidak terlalu besar merupakan salah satu faktor yang 
menyebabkan semakin tinggi atau semakin rendahnya suatu penetapan pajak tidak 
mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. 
2. Pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak 
Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini menyatakan bahwa surat teguran 
berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Timur. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahputra (2015), 
Rahayu (2016), dan Saputri (2015) yang menyatakan bahwa surat teguran 
berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Melalui hasil pengolahan data, 
dapat diketahui adanya pengaruh positif antara surat teguran terhadap pencairan 
tunggakan pajak.  
83 
 
   
 
Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa surat teguran merupakan 
faktor yang menentukan kenaikan atau penurunan pencairan tunggakan pajak. 
Walaupun Surat Teguran tidak bersifat memaksa, namun pada prosesnya Surat 
Teguran merupakan surat peringatan kepada wajib pajak sebelum dilakukannya 
pemaksaan yang bersifat hukum yaitu Surat Paksa. Oleh sebab itu, tindakan ini 
dilakukan untuk membuat wajib pajak takut untuk kembali mengabaikan dan tidak 
membayarkan tunggakan pajaknya. Apabila surat teguran dilakukan secara tepat 
dan intensif, maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak meningkat namun 
sebaliknya, apabila surat teguran tidak dilakukan dengan tepat dan intensif, maka 
akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak semakin menurun. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya angka surat teguran maka 
pencairan tunggakan juga semakin mengalami peningkatan. Hasil analisis tersebut 
sesuai dengan tujuan penerbitan surat teguran yaitu merupakan tindakan yang 
dilakukan sebagai alat untuk meningkatkan pembayaran tunggakan pajak. 
3. Pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak 
Hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini menyatakan bahwa surat paksa 
berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Timur. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rochmawati 
(2015), Maydila (2014), Saputri (2015) yang menyatakan bahwa surat paksa 
berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.  
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Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa surat paksa 
berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan pajak yang berarti 
bahwa semakin meningkat angka Surat Paksa maka pencairan tunggakan pajak juga 
akan meningkat. Surat paksa merupakan tindakan yang penting untuk dilakukan 
karena memiliki kekuatan hokum yang kuat untuk menagih tunggakan pajak. Wajib 
pajak akan merasa tertekan oleh Surat Paksa tersebut, karena setelah  jangka waktu 
2 hari apabila tunggakan pajaknya masih belum dibayarkan juga aparatur pajak 
akan menindak tegas dengan melakukan penyitaan barang-barang yang dimiliki 
oleh wajib pajak lalu melelangnya. Oleh karena itu, jika surat paksa dilaksanakan 
secara intensif, maka akan dapat meningkatkan pencairan jumlah tunggakan pajak 
namun sebaliknya, jika surat paksa tidak dilakukan dengan intensif maka akan 
menyebabkan pencairan tunggakan pajak semakin kecil.  
4. Pengaruh Sanksi Administrasi terhadap Pencairan Tunggakan Pajak 
Hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini menyatakan bahwa sanksi 
administrasi berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya 
Jakarta Timur. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Wardani (2014) dan Syahputra (2015) yang menyatakan adanya pengaruh yang 
signifikan dari sanksi adminitrasi terhadap pencairan tunggakan pajak.  
Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa sanksi administrasi 
berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan pajak yang berarti 
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bahwa semakin meningkatnya angka sanksi administrasi maka pencairan tunggakan 
pajak juga akan meningkat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa banyaknya wajib pajak 
yang menerima sanksi administrasi merupakan tanda bahwa wajib pajak di 
Indonesia masih banyak yang lalai atas peraturan-peraturan perpajakan. Oleh karena 
itu, wajib pajak harus diberikan sanksi yang ketat agar tidak melanggar peraturan-
peraturan perpajakan. Di sisi lain, wajib pajak secara psikologis pasti merespon hal 
tersebut dengan langsung membayar tunggakan pajak karena mereka tidak ingin 
denda yang dikenakan meningkat jika masih mengabaikan tunggakan pajaknya. Jika 
jumlah wajib pajak yang menerima sanksi mengalami peningkatan maka pencairan 
tunggakan pajak juga akan meningkat. Demikian sebaliknya, jika jumlah wajib 
pajak yang menerima sanksi mengalami penurunan maka pencairan tunggakan 

















KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas penetapan pajak, surat 
teguran, surat paksa, dan sanksi administrasi terhadap pencairan tunggakan pajak pada 
KPP Madya Jakarta Timur. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data 
bulanan pada periode tahun 2013-2016, maka jumlah data dalam penelitian ini adalah 
48. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 
disimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut: 
1. Kualitas penetapan pajak tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di 
KPP Madya Jakarta Timur. Masih banyaknya wajib pajak yang tidak menanggapi 
surat ketetapan pajak menjadi salah satu penyebab kualitas penetapan pajak tidak 
mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Menurut Wakil Kepala Seksi Penagihan 
Pajak KPP Madya Jakarta Timur, hal tersebut terjadi karena sifat dari surat 
ketetapan itu sendiri yang hanya memberikan himbauan bagi wajib pajak atas 
pelaporan SPT. Kenaikan dan penurunan surat ketetapan pajak yang diterbitkan 
tidak mempengaruhi kenaikan atau penurunan pencairan tunggakan pajak. 
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2. Surat teguran berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak yang berarti bahwa 
surat teguran merupakan faktor yang menentukan tinggi rendahnya pencairan 
tunggakan pajak. Apabila surat teguran dilakukan secara intensif dan efektif kepada 
wajib pajak yang menunggak utang pajaknya, maka akan menyebabkan pencairan 
tunggakan pajak semakin besar namun sebaliknya, jika surat teguran tidak 
dilakukan dengan intensif dan efektif, maka akan menyebabkan pencairan 
tunggakan pajak semakin kecil. 
3. Surat paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak yang berarti bahwa 
surat paksa merupakan faktor yang menentukan tinggi rendahnya pencairan 
tunggakan pajak. Apabila surat paksa dilakukan secara intensif dan efektif kepada 
wajib pajak yang menunggak utang pajaknya, maka akan menyebabkan pencairan 
tunggakan pajak semakin besar namun sebaliknya, jika surat paksa tidak dilakukan 
dengan intensif dan efektif, maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak 
semakin kecil.  
4. Sanksi administrasi berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak yang berarti 
bahwa banyaknya wajib pajak yang menerima sanksi administrasi pajak merupakan 
salah satu faktor dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Jika jumlah wajib 
pajak yang menerima sanksi mengalamai peningkatan maka pencairan tunggakan 
pajak juga akan meningkat. Demikian sebaliknya, jika jumlah wajib pajak yang 
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Hasil dari penelitian ini memberikan beberapa implikasi, yaitu sebagai berikut: 
1. Kualitas penetapan pajak tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di 
KPP Madya Jakarta Timur. Masih banyaknya wajib pajak yang tidak menanggapi 
surat ketetapan pajak menjadi salah satu penyebab kualitas penetapan pajak tidak 
mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu 
tindakan penyuluhan bagi para wajib pajak agar dapat patuh untuk membayarkan 
kekurangan pajaknya berdasarkan surat ketetapan pajak yang sudah diterbitkan. 
2. Surat teguran berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak yang berarti bahwa 
surat teguran merupakan faktor yang menentukan tinggi rendahnya pencairan 
tunggakan pajak. Aparatur pajak perlu melakukan surat teguran secara intensif dan 
efektif kepada wajib pajak yang menunggak utang pajaknya, maka akan 
menyebabkan pencairan tunggakan pajak semakin besar. 
3. Surat Paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak yang berarti bahwa 
aparatur pajak perlu melakukan surat teguran secara intensif dan efektif kepada 
wajib pajak yang menunggak utang pajaknya, maka akan menyebabkan pencairan 
tunggakan pajak semakin besar. 
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4. Sanksi Administrasi berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak yang berarti 
bahwa banyaknya wajib pajak yang menerima sanksi administrasi pajak merupakan 
salah satu faktor dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Aparatur pajak 
perlu mengintensifkan lagi sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak 
yang masih tidak patuh atas peraturan perpajakannya. Jika jumlah wajib pajak yang 
menerima sanksi mengalamai peningkatan maka pencairan tunggakan pajak juga 
akan meningkat.  
 
C. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, ada beberapa 
saran yang dapat diberikan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut : 
1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian yaitu 
dengan menambah jumlah periode tahun penelitian agar memberikan hasil yang 
lebih akurat 
2. Penelitian ini menggunakan sampel pada KPP Madya Jakarta Timur. Bagi peneliti 
selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah sampel yaitu tidak hanya di 
wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur tetapi bisa menggunakan wilayah lain di 
seluruh Indonesia agar dapat lebih mengetahui seberapa besar pencairan tunggakan 
pajak di Indonesia. 
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3. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas penetapan pajak, 
surat teguran, surat paksa, dan sanksi administrasi berpengaruh sebesar 61,4% 
terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Madya Jakarta Timur. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi 
pencairan tunggakan pajak. Oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya diharapkan 
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LAMPIRAN 1 :  





   
 
LAMPIRAN 2 : 
Data Pencairan Tunggakan Pajak KPP Madya Jakarta Timur 
BULAN & TAHUN PENCAIRAN TARGET PENCAIRAN % 
JANUARI 2013 84,147,547 20,956,926,790 0.004015 
FEBRUARI 2013 1,661,612,057 29,234,287,570 0.056838 
MARET 2013 3,309,430,999 258,835,888,595 0.012786 
APRIL 2013 10,268,151,795 486,217,434,542 0.021118 
MEI 2013 11,527,563,853 533,283,413,713 0.021616 
JUNI 2013 13,311,616,976 585,778,516,743 0.022725 
JULI 2013 21,101,515,568 642,085,056,928 0.032864 
AGUSTUS 2013 26,976,502,659 652,132,838,438 0.041367 
SEPTEMBER 2013 40,850,265,635 661,627,907,890 0.061742 
OKTOBER 2013 51,183,764,713 668,546,211,610 0.076560 
NOVEMBER 2013 55,614,367,523 671,429,431,016 0.082830 
DESEMBER 2013 60,998,548,642 688,789,943,902 0.088559 
JANUARI 2014 824,712,208 41,513,752,542 0.019866 
FEBRUARI 2014 3,197,575,416 61,886,959,356 0.051668 
MARET 2014 3,689,127,321 71,877,785,114 0.051325 
APRIL 2014 5,118,853,264 92,669,055,071 0.055238 
MEI 2014 8,697,733,243 105,358,791,867 0.0826 
JUNI 2014 10,844,070,632 119,173,851,327 0.0910 
96 
 
   
 
JULI 2014 13,384,569,488 140,852,960,637 0.095025 
AGUSTUS 2014 14,614,059,663 148,538,182,258 0.098386 
SEPTEMBER 2014 18,139,130,565 168,279,366,782 0.107792 
OKTOBER 2014 31,949,812,309 186,183,818,543 0.171604 
NOVEMBER 2014 31,949,812,309 197,599,621,630 0.161690 
DESEMBER 2014 54,963,793,108 247,002,747,378 0.222523 
JANUARI 2015 4,301,376,415 69,985,974,094 0.061461 
FEBRUARI 2015 6,973,990,328 105,467,390,754 0.066125 
MARET 2015 11,364,653,940 168,738,118,419 0.067351 
APRIL 2015 16,379,906,755 59,682,662,616 0.274450 
MEI 2015 17,358,850,346 268,304,592,473 0.064698 
JUNI 2015 44,649,784,428 351,829,216,385 0.126908 
JULI 2015 50,951,505,407 373,404,021,778 0.136451 
AGUSTUS 2015 51,208,682,493 394,124,139,182 0.129930 
SEPTEMBER 2015 51,208,682,493 412,914,451,063 0.124018 
OKTOBER 2015 67,487,785,460 448,134,383,899 0.150597 
NOVEMBER 2015 73,347,680,938 464,443,352,823 0.157926 
DESEMBER 2015 121,796,147,561 464,444,448,325 0.262241 
JANUARI 2016 3,684,614,910 50,960,494,846 0.072303 
FEBRUARI 2016 11,196,627,150 84,572,044,262 0.132392 
MARET 2016 32,564,167,747 118,956,298,460 0.274 
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APRIL 2016 32,564,167,747 316,231,128,093 0.102976 
MEI 2016 45,524,307,066 148,759,516,840 0.306026 
JUNI 2016 58,221,603,286 859,414,200,086 0.067746 
JULI 2016 74,244,719,591 227,129,081,898 0.326883 
AGUSTUS 2016 84,144,941,046 576,528,789,675 0.145951 
SEPTEMBER 2016 116,722,587,729 288,523,227,543 0.404552 
OKTOBER 2016 126,383,245,253 710,707,538,306 0.177827 
NOVEMBER 2016 139,787,701,364 440,818,005,263 0.317110 
















   
 
LAMPIRAN 3 :  
Data Kualitas Penetapan Pajak 
Daftar Permohonan pengurangan Sanksi/Keberatan/Banding 
BULAN & TAHUN Nilai Ketetapan Terbit Nilai Ketetapan Dibayar % 
JANUARI 2013 9,120,649,279 4,162,652,175 0.456399 
FEBRUARI 2013 13,357,322,813 2,736,003,142 0.204832 
MARET 2013 10,591,522,513 9,853,826,174 0.930350 
APRIL 2013 16,967,130,079 9,496,056,418 0.559674 
MEI 2013 8,499,503,381 2,163,953,819 0.254598 
JUNI 2013 14,246,992,308 4,110,991,528 0.288552 
JULI 2013 11,613,855,124 8,765,601,749 0.754754 
AGUSTUS 2013 9,491,287,308 8,446,412,702 0.889912 
SEPTEMBER 2013 16,951,571,423 11,894,510,163 0.701676 
OKTOBER 2013 18,423,215,405 3,637,547,197 0.197444 
NOVEMBER 2013 13,890,789,099 3,153,723,722 0.227037 
DESEMBER 2013 27,586,278,074 4,901,935,972 0.177695 
JANUARI 2014 32,846,864,062 30,583,449,641 0.931092 
FEBRUARI 2014 10,350,482,913 9,023,401,663 0.871786 
MARET 2014 6,492,255,021 5,619,289,532 0.865537 
APRIL 2014 14,556,166,488 13,946,280,191 0.958101 
MEI 2014 34,752,100,044 15,832,401,944 0.455581 
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JUNI 2014 27,970,700,685 27,070,503,380 0.967816 
JULI 2014 35,607,648,718 25,932,636,079 0.728288 
AGUSTUS 2014 26,620,271,837 13,694,028,119 0.514421 
SEPTEMBER 2014 44,302,568,274 36,962,406,553 0.834317 
OKTOBER 2014 67,619,981,439 33,145,475,376 0.490173 
NOVEMBER 2014 66,596,661,901 63,947,190,638 0.960216 
DESEMBER 2014 56,797,947,589 35,317,869,629 0.621816 
JANUARI 2015 19,121,111,298 18,964,249,841 0.991796 
FEBRUARI 2015 41,167,334,821 22,234,882,887 0.540110 
MARET 2015 18,989,970,486 14,410,678,290 0.758857 
APRIL 2015 90,078,020,691 45,242,743,231 0.502262 
MEI 2015 41,080,374,233 39,993,363,082 0.973539 
JUNI 2015 22,404,158,253 14,534,680,029 0.648749 
JULI 2015 50,464,456,349 339,809,040 0.006734 
AGUSTUS 2015 82,779,429,869 17,379,078,696 0.209944 
SEPTEMBER 2015 15,787,326,357 2,676,636,116 0.169543 
OKTOBER 2015 40,539,983,162 4,149,715,480 0.102361 
NOVEMBER 2015 106,682,516,442 49,890,539,591 0.467654 
DESEMBER 2015 50,775,037,966 45,887,467,451 0.903741 
JANUARI 2016 31,683,910,127 15,374,820,105 0.485256 
FEBRUARI 2016 18,189,460,360 14,020,646,670 0.770812 
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MARET 2016 40,392,825,231 27,950,225,003 0.691960 
APRIL 2016 67,961,253,198 65,386,136,449 0.962109 
MEI 2016 75,013,235,086 62,386,989,110 0.831680 
JUNI 2016 27,597,619,167 12,695,699,370 0.460029 
JULI 2016 28,799,901,019 21,336,020,542 0.740837 
AGUSTUS 2016 24,419,161,188 23,832,708,550 0.975984 
SEPTEMBER 2016 50,340,694,839 48,118,703,288 0.955861 
OKTOBER 2016 26,988,637,673 15,492,939,990 0.574054 
NOVEMBER 2016 30,230,823,812 29,518,636,253 0.976442 















   
 
LAMPIRAN 4 :  
Data Surat Teguran 
Register Surat Teguran 
BULAN & TAHUN ST TERBIT ST CAIR % 
JANUARI 2013 8,194,834,617 530,735,550 0.0647646 
FEBRUARI 2013 8,619,563,660 558,246,388 0.0647650 
MARET 2013 237,806,019,290 4,601,224,771 0.0193486 
APRIL 2013 247,487,194,304 4,886,281,889 0.0197436 
MEI 2013 256,914,380,394 5,466,284,281 0.0212767 
JUNI 2013 303,333,157,051 6,035,252,527 0.0198964 
JULI 2013 310,595,256,551 6,603,677,797 0.0212614 
AGUSTUS 2013 318,367,000,839 8,519,294,745 0.0267594 
SEPTEMBER 2013 321,811,251,307 9,770,310,985 0.0303604 
OKTOBER 2013 324,923,339,343 10,619,714,819 0.0326838 
NOVEMBER 2013 327,283,171,529 10,664,185,610 0.0325840 
DESEMBER 2013 343,793,453,729 12,547,211,467 0.0364964 
JANUARI 2014 625,883,549,520 53,620,395,235 0.0856715 
FEBRUARI 2014 105,770,347,949 8,161,801,278 0.0771653 
MARET 2014 207,035,447,928 20,641,489,446 0.0997003 
APRIL 2014 81,913,602,625 2,335,649,942 0.0285136 
MEI 2014 52,150,351,315 14,799,666,093 0.2837884 
JUNI 2014 64,257,936,156 15,132,990,220 0.2355038 
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JULI 2014 69,747,805,637 15,279,473,105 0.2190674 
AGUSTUS 2014 73,071,349,237 15,433,057,739 0.2112053 
SEPTEMBER 2014 85,597,814,243 17,327,945,780 0.2024344 
OKTOBER 2014 96,681,941,112 18,347,518,387 0.1897719 
NOVEMBER 2014 104,073,944,360 21,625,672,812 0.2077914 
DESEMBER 2014 153,477,070,108 43,472,622,051 0.2832516 
JANUARI 2015 34,496,328,799 1,993,013,549 0.0577747 
FEBRUARI 2015 40,904,546,748 3,006,109,907 0.0734908 
MARET 2015 94,210,637,274 4,212,402,492 0.0447126 
APRIL 2015 163,086,869,746 17,859,097,498 0.1095067 
MEI 2015 122,274,242,767 12,344,752,252 0.1009595 
JUNI 2015 151,379,130,849 14,347,596,121 0.0947792 
JULI 2015 166,191,379,051 14,467,339,940 0.0870523 
AGUSTUS 2015 170,979,282,530 15,092,053,847 0.0882683 
SEPTEMBER 2015 184,222,334,859 16,043,910,936 0.0870899 
OKTOBER 2015 192,257,238,388 20,014,596,749 0.1041032 
NOVEMBER 2015 36,687,817,669 9,384,864,568 0.2558033 
DESEMBER 2015 207,035,447,928 25,914,811,409 0.1251709 
JANUARI 2016 50,668,480,985 1,873,839,832 0.0369824 
FEBRUARI 2016 57,755,030,401 2,335,649,942 0.0404406 
MARET 2016 47,220,366,887 11,763,095,529 0.2491106 
APRIL 2016 81,913,602,625 2,335,649,942 0.0285136 
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MEI 2016 27,377,272,769 8,483,072,418 0.3098582 
JUNI 2016 118,179,188,074 11,633,081,048 0.0984360 
JULI 2016 190,434,177,096 30,209,544,216 0.1586351 
AGUSTUS 2016 639,640,285,557 58,982,177,679 0.0922115 
SEPTEMBER 2016 185,076,768,305 24,269,411,343 0.1311316 
OKTOBER 2016 21,541,914,082 2,966,498,904 0.1377082 
NOVEMBER 2016 208,068,222,479 49,756,132,225 0.2391337 


















   
 
LAMPIRAN 5 :  
Data Surat Paksa 
Register Surat Paksa 
BULAN & TAHUN SP TERBIT SP CAIR % 
JANUARI 2013 12,762,092,173 84,147,547 0.0065936 
FEBRUARI 2013 20,614,723,910 1,332,292,335 0.0646282 
MARET 2013 21,029,869,305 2,009,430,999 0.0955513 
APRIL 2013 238,730,240,238 3,090,086,849 0.0129438 
MEI 2013 276,369,033,319 4,349,498,907 0.0157380 
JUNI 2013 282,445,359,692 5,733,552,030 0.0202997 
JULI 2013 331,489,800,377 12,524,364,522 0.0377821 
AGUSTUS 2013 333,765,837,599 14,753,723,722 0.0442038 
SEPTEMBER 2013 339,816,656,583 22,026,823,108 0.0648197 
OKTOBER 2013 343,622,872,267 27,093,049,625 0.0788453 
NOVEMBER 2013 344,146,259,487 31,237,406,956 0.0907678 
DESEMBER 2013 19,972,522,711 824,712,208 0.0412923 
JANUARI 2014 34,509,751,204 3,197,575,416 0.0926572 
FEBRUARI 2014 344,999,436,900 35,850,436,285 0.1039145 
MARET 2014 35,189,914,796 3,689,127,321 0.1048348 
APRIL 2014 45,448,413,881 5,118,853,264 0.1126300 
MEI 2014 53,208,440,552 8,697,733,243 0.1634653 
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JUNI 2014 35,489,645,295 4,301,376,415 0.1212009 
JULI 2014 71,105,155,000 11,196,627,150 0.1574658 
AGUSTUS 2014 75,466,833,021 13,575,035,663 0.1798808 
SEPTEMBER 2014 82,681,552,539 16,808,606,565 0.2032933 
OKTOBER 2014 89,501,877,431 27,726,073,294 0.3097820 
NOVEMBER 2014 93,525,677,270 34,006,216,107 0.3636030 
DESEMBER 2014 93,525,677,270 42,424,134,672 0.4536095 
JANUARI 2015 26,817,013,861 10,844,070,632 0.4043728 
FEBRUARI 2015 64,562,844,006 6,973,990,328 0.1080186 
MARET 2015 74,527,481,145 7,500,390,898 0.1006393 
APRIL 2015 123,606,054,290 12,515,643,713 0.1012543 
MEI 2015 146,030,349,706 13,338,533,818 0.0913408 
JUNI 2015 200,450,085,536 35,554,270,180 0.1773722 
JULI 2015 49,052,621,276 41,855,991,159 0.8532876 
AGUSTUS 2015 223,144,856,652 48,458,761,118.00 0.2171628 
SEPTEMBER 2015 257,409,000,397 89,652,596,508 0.3482885 
OKTOBER 2015 318,131,308,040 75,441,063,789 0.2371381 
NOVEMBER 2015 228,692,116,204 53,224,747,408 0.2327354 
DESEMBER 2015 255,877,145,511 58,392,271,212 0.2282043 
JANUARI 2016 257,409,000,397 64,252,166,690 0.2496112 
FEBRUARI 2016 334,241,941,072 112,700,633,313 0.3371828 
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MARET 2016 54,915,915,171 12,345,545,488 0.2248082 
APRIL 2016 26,817,013,861 11,196,627,150 0.4175195 
MEI 2016 37,042,745,313 30,203,317,805 0.8153639 
JUNI 2016 42,989,168,891 37,337,305,788 0.8685282 
JULI 2016 207,212,642,727 40,337,305,788 0.1946662 
AGUSTUS 2016 49,052,621,276 44,610,848,352 0.9094488 
SEPTEMBER 2016 292,356,572 3,684,614,910 12.6031540 
OKTOBER 2016 66,981,613,702 48,570,936,934 0.7251384 
NOVEMBER 2016 80,455,005,063 61,601,995,608 0.7656701 














   
 
LAMPIRAN 6 :  
Data Sanksi Administrasi 
Daftar Pemberian Sanksi Administrasi 
BULAN & TAHUN WP DIKENAKAN SANKSI WP BAYAR SANKSI % 
JANUARI 2013 1686 103              0.061091340  
FEBRUARI 2013 212 119              0.561320755  
MARET 2013 1074 85              0.079143389  
APRIL 2013 357 151              0.422969188  
MEI 2013 423 171              0.404255319  
JUNI 2013 255 166              0.650980392  
JULI 2013 1269 246             0.193853428  
AGUSTUS 2013 327 196              0.599388379  
SEPTEMBER 2013 1083 505              0.466297322  
OKTOBER 2013 474 316              0.666666667  
NOVEMBER 2013 286 125              0.437062937  
DESEMBER 2013 496 450              0.907258065  
JANUARI 2014 518 39              0.075289575  
FEBRUARI 2014 691 336              0.486251809  
MARET 2014 1015 555              0.546798030  
APRIL 2014 351 239              0.680911681  
MEI 2014 709 615              0.867418900  
JUNI 2014 434 105              0.241935484  
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JULI 2014 494 404              0.817813765  
AGUSTUS 2014 873 869              0.995418099  
SEPTEMBER 2014 937 899              0.959445037  
OKTOBER 2014 479 478              0.997912317  
NOVEMBER 2014 804 712              0.885572139  
DESEMBER 2014 492 314              0.638211382  
JANUARI 2015 718 243              0.338440111  
FEBRUARI 2015 742 585              0.788409704  
MARET 2015 893 797              0.892497200  
APRIL 2015 1422 1218              0.856540084  
MEI 2015 865 854              0.987283237  
JUNI 2015 572 439              0.767482517  
JULI 2015 1040 674              0.648076923  
AGUSTUS 2015 626 578              0.923322684  
SEPTEMBER 2015 322 218              0.677018634  
OKTOBER 2015 692 541              0.781791908  
NOVEMBER 2015 268 232              0.865671642  
DESEMBER 2015 921 889              0.965255157  
JANUARI 2016 1595 780              0.489028213  
FEBRUARI 2016 379 370              0.976253298  
MARET 2016 905 877              0.969060773  
APRIL 2016 708 421              0.594632768  
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MEI 2016 1074 980              0.912476723  
JUNI 2016 1246 984              0.789727127  
JULI 2016 517 490              0.947775629  
AGUSTUS 2016 685 611              0.891970803  
SEPTEMBER 2016 657 555              0.844748858  
OKTOBER 2016 1526 1132              0.741808650  
NOVEMBER 2016 557 534              0.958707361  


















   
 
LAMPIRAN 7 :  
Rekapitulasi Data Penelitian 
Y X1 X2 X3 X4 
0.004015 0.456399 0.064765 0.0065936 0.061091 
0.056838 0.204832 0.064765 0.0646282 0.561321 
0.012786 0.93035 0.019349 0.0955513 0.079143 
0.021118 0.559674 0.019744 0.0129438 0.422969 
0.021616 0.254598 0.021277 0.0157380 0.404255 
0.022725 0.288552 0.019896 0.0202997 0.65098 
0.032864 0.754754 0.021261 0.0377821 0.193853 
0.041367 0.889912 0.026759 0.0442038 0.599388 
0.061742 0.701676 0.03036 0.0648197 0.466297 
0.07656 0.197444 0.032684 0.0788453 0.666667 
0.08283 0.227037 0.032584 0.0907678 0.437063 
0.088559 0.177695 0.036496 0.0412923 0.907258 
0.019866 0.931092 0.085672 0.0926572 0.07529 
0.051668 0.871786 0.077165 0.1039145 0.486252 
0.051325 0.865537 0.0997 0.1048348 0.546798 
0.055238 0.958101 0.028514 0.1126300 0.680912 
0.082553 0.455581 0.283788 0.1634653 0.867419 
0.090994 0.967816 0.235504 0.1212009 0.241935 
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0.095025 0.728288 0.219067 0.1574658 0.817814 
0.098386 0.514421 0.211205 0.1798808 0.995418 
0.107792 0.834317 0.202434 0.2032933 0.959445 
0.171604 0.490173 0.189772 0.3097820 0.997912 
0.16169 0.960216 0.207791 0.3636030 0.885572 
0.222523 0.621816 0.283252 0.4536095 0.638211 
0.061461 0.991796 0.057775 0.4043728 0.33844 
0.066125 0.54011 0.073491 0.1080186 0.78841 
0.067351 0.758857 0.044713 0.1006393 0.892497 
0.27445 0.502262 0.109507 0.1012543 0.85654 
0.064698 0.973539 0.10096 0.0913408 0.987283 
0.126908 0.648749 0.094779 0.1773722 0.767483 
0.136451 0.006734 0.087052 0.8532876 0.648077 
0.12993 0.209944 0.088268 0.2171628 0.923323 
0.124018 0.169543 0.08709 0.3482885 0.677019 
0.150597 0.102361 0.104103 0.2371381 0.781792 
0.157926 0.467654 0.255803 0.2327354 0.865672 
0.262241 0.903741 0.125171 0.2282043 0.965255 
0.072303 0.485256 0.036982 0.2496112 0.489028 
0.132392 0.770812 0.040441 0.3371828 0.976253 
0.273749 0.69196 0.249111 0.2248082 0.969061 
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0.102976 0.962109 0.028514 0.4175195 0.594633 
0.306026 0.83168 0.309858 0.8153639 0.912477 
0.067746 0.460029 0.098436 0.8685282 0.789727 
0.326883 0.740837 0.158635 0.1946662 0.947776 
0.145951 0.975984 0.092211 0.9094488 0.891971 
0.404552 0.955861 0.131132 12.6031540 0.844749 
0.177827 0.574054 0.137708 0.7251384 0.741809 
0.31711 0.976442 0.239134 0.7656701 0.958707 
















   
 
LAMPIRAN 8 :  
Hasil pengujian dengan menggunakan Program SPSS 24 
 
Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
PTP 48 .004 .405 .12183 .093703 
KPP 48 .007 .992 .63417 .290255 
ST 48 .019 .310 .11188 .084338 
SP 48 .007 12.603 .51969 1.799842 
SA 48 .061 .998 .68758 .264666 
Valid N (listwise) 48     
 




   
 
 
Uji Normalitas – Normal P-Plot 
 
Uji Normalitas 







 Mean .0000000 
Std. Deviation .05569044 
Most Extreme Differences Absolute .102 
Positive .102 
Negative -.076 
Test Statistic .102 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
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B Std. Error Beta 
Toleranc
e VIF 
1 (Constant) -.035 .031  -1.139 .261   
KPP .015 .030 .048 .507 .615 .922 1.084 
ST .403 .116 .362 3.481 .001 .759 1.318 
SP .022 .005 .416 4.467 .000 .948 1.055 
SA .132 .037 .374 3.612 .001 .767 1.303 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .647 .614 .058223 2.044 
a. Predictors: (Constant), SA, KPP, SP, ST 
b. Dependent Variable: PTP 
 
Uji Heteroskedastisitas  - Scatterplot 
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Uji Heteroskedastisitas – Uji White 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .382 .120 .00495 
a. Predictors: (Constant), SPSA, STkuadrat, KPPkuadrat, SA, KPPST, 
KPPSA, STSA, SAkuadrat, KPP, ST, SPkuadrat, STSP, KPPSP, SP 
 








B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -.035 .031  -1.139 .261   
KPP .015 .030 .048 .507 .615 .922 1.084 
ST .403 .116 .362 3.481 .001 .759 1.318 
SP .022 .005 .416 4.467 .000 .948 1.055 
SA .132 .037 .374 3.612 .001 .767 1.303 

















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -.035 .031  -1.139 .261   
KPP .015 .030 .048 .507 .615 .922 1.084 
ST .403 .116 .362 3.481 .001 .759 1.318 
SP .022 .005 .416 4.467 .000 .948 1.055 
SA .132 .037 .374 3.612 .001 .767 1.303 





 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression .267 4 .067 19.684 .000
b
 
Residual .146 43 .003   
Total .413 47    
a. Dependent Variable: PTP 
b. Predictors: (Constant), SA, KPP, SP, ST 
 
Uji Koefisien Determinasi 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .647 .614 .058223 2.044 
a. Predictors: (Constant), SA, KPP, SP, ST 
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